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ABSTRAK
AhmadZaenalArifin,2020,ImplementasiPenatausahaan,Transparansi,
Akuntabilitas,PelaporandanPengelolaanAlokasiDanaDesaDalam
PembangunanDesaDiDesaKabunanKecamatanTamanKabupaten
Pemalang
Penelitian inibertujuan untukmengetahuibagaimana Implementasi
vii
Penatausahaan,Transparansi,Akuntabilitas,PelaporandanPengelolaan
AlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecamatanTamanKabupaten
Pemalang.Objekdalam penelitianiniadalahDesaKabunanKecamatan
TamanKabupatenPemalangdansubjekpenelitianiniadalahKepalaDesa,
SekertariDesadanKepalaUrusanKeuanganDesa.Metodeanalisisdata
dalampenelitianiniadalahmetodedeskriptifkualitatif.
HasildaripenelitianinimenunjukanPenatausahaandalam pengelolaan
AlokasiDanaDesayangdilakukanolehpemerintahDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalangdalam halinisudahsesuai
denganperaturanyangditetapkanpadaPeraturanBupatiPemalang
Nomor38Tahun2019TentangPengelolaanKeuanganDesa.BPDdan
masyarakatmudahuntukmengetahuiadaatautidaknyapenyelewengan
daridanayangbegitubesaryangdikelolapemerintahdesayangdilakukan
olehKepalaUrusanKeuanganDesadalam Penatausahaanpengelolaan
alokasidanadesa.
KataKunci:AlokasiDanaDesa,Akuntabilitas,Transparansi
vii
ABSTRACK
AhmadZaenalArifin,2020,administrationimplementation,transparency,
accountability,reportingandmanagementofvilagefundsalocationin
vilagedevelopmentinKabunanVilageDistrictGardenDistrictPemalang
Thisresearchaimstofindouthowtheadministrationimplementation,
transparency,accountability,reportingandmanagementofvilagefunds
alocationinthevilageofKabunandistrictofPemalangDistrict.The
objectinthisstudyistheKabunanVilageDistrictParkPemalangDistrict
andthesubjectofthisresearchisthevilagehead,SekertariVilageand
headofthevilagefinancialaffairs.Themethodofdataanalysisinthis
studyisaqualitativedescriptivemethod.
Resultsofthisresearchshowstheadministrationinthemanagementof
VilagefundalocationconductedbytheGovernmentofDesaKabunan
subdistrictDistrictTamanPemalanginthiscasealreadyinaccordance
withtheregulationsstipulatedintheregulationoftheregentofPemalang
number38year2019aboutvilagefinancialmanagement.BPDandthe
publicareeasytoknowthepresenceorabsenceofmisappropriationof
thelargefundsmanagedbythevilagegovernmentconductedbythehead
ofthevilage'sfinancialaffairsintheadministrationofVilagefund
alocationmanagement.
Keywords:Vilagefundalocation,accountability,transparency
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1BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pembangunanmenjadihalyangpalingutamabagipemerintahdi
erasekarang.Membangunkemandiriansertapembangunanpedesaan
merupakanprinsipdantujuandalam pembangunandesa.Peranyang
sangatpentingdimilikidesa,khususnyadalammenjalankantugas-tugas
dibidang pelayanan publik.Untukpenguatan otonomidesa menuju
kemandiriandesaharusmemelurkanFokuswewenangyanglebihbesar
sertadikutidenganpembiayaandanbantuansaranaprasaranayang
memadai.BerdasarkanUndang-UndangNo6Tahun2014 Desadiberi
wewenangagardapatmengelolatatapemerintahandanpengelolaan
pembangunanuntukmenaikankesejahteraandanmutuhidupmasyarakat
desasertadapatmengelolapemerintahandanberbagaimacam-macam
asetyangdimilikitermasukpengelolaandanasertasumberdayalainya
secara mandiri.Munculnya undang-undang tentang desa menjadi
penguatanstatusdesasebagaipemerintahanmasyarakat,sebagaialat
untukmembangunmasyarakatjugasebagaipemberdayaanmasyarakat
desa(Marwan,2015)
Sejarahmengenaipengaturandesadimulaisejaktahun1948,pada
memontum erareformasidanpuncaknyapadatahun2014(Hoesada,
22014),bertujuandalam rangkauntukmencaribentukdanstrukturyang
idealyangbisamendudukanposisidesasebagaisuatudesayang
mempunyaisifatkhusus,beranekaragam,kejelasanstatusdankepastian
hukumnyadalam sistem ketatanegaraanRepublikIndonesia.Peraturan
ataspengelolaandesadiawaliUndang-UndangNomor22Tahun1948
mengenaiPokokPemerintahanDaerah,Undang-UndangNomor1Tahun
1957 mengenaiPokok-PokokPemerintahan Daerah,Undang-Undang
Nomor18Tahun1965mengenaiPokok-PokokPemerintahDaerah,
Undang-UndangNomor19Tahun1965mengenaiDesaPraja,Undang-
UndangNomor5Tahun1979mengenaiPemerintahDesa,Undang-
UndangNomor22Tahun1999mengenaiPemerintahDaerah,Undang-
UndangNomor32Tahun2004mengenaiPemerintahDaerah.Sampai
sekarangUndang-UndangNomor32Tahun2004mengalamibanyak
perubahan,yaituUndang-UndangNomor12Tahun2008mengenai
perubahan atas Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 mengenai
PemerintahDaerahdanUndang-UndangNomor33Tahun2004mengenai
perimbangankeuanganantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah
(PenjelasanUU6/2014).
UU No 6 Tahun 2014 dan peraturan pelaksanaanya telah
mengarahkanpemerintahdesasupayalebihmandirisaatmengelola
pemerintahandanberbagaisumberdayaalam yangdimiliki,termasuk
pengelolaankeuangansertakekayaanmilikdesa.Terdapat74.093desadi
Indonesiasesuaipemendagri39Tahun2015.Kabupatenpemalang
3merupakansalahsatukabupatendiprovinsiJawaTengah.Kecamatan
Tamanyangmerupakanwilayahyangberjarak5km dari kabupaten
Pemalangyangmemilikiluaswilayah67,41Km²yangterdiridari19
jumlahdesadan2kelurahandenganjumlahdusun105.Padatahun2019
Desa kabunan salah satu desa yang berada Kecamatan Taman
mendapatkanAlokasiDanaDesasebesarRp.874,640,000yangdigunakan
sebagaipembangunandanpemberdayaanmasyarakatsesuaiPeraturan
BupatiNomor38Tahun2018tentangpedomanpengelolaankeuangan
desa(Sumber:KecamatanTaman,2019).
DanadesayangdikhususkanuntukdesayangdikirimmelaluiAPBD
(Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah)kabupaten/kota yang
diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan serta pemberdayaan
masyarakatdesa,dalam UU6/2014tentangdesa,pasal72ayat(2)
alokasianggaranyangdimaksudpadaayat(1)hurufbbersumberdari
belanjapusatdenganmemaksimalkanprogram berbasisdesasecara
meratasertaberkeadilan,dalamuraianpasal72ayat2dijelaskanalokasi
anggaranyangdikhususkanlangsungkedesaditetapkan10%daridan
diluardanatransferdaerah(onstop)dengancarabertahap.Ketetapan
pasaldiatas mengarahkan kepada pemerintah kabupaten supaya
mengalokasikandanaperimbanganyangdiperolehkabupatenuntukdesa-
desadenganmewujudkanprinsipkeadilansertamenjaminpemerataan.
AlokasiDanaDesadibagikanberdasarkanpemenuhanhakdesa
untuk menjalankan otomoninya agar tumbuh dan berkembang
4berlandaskanpartisipasiotonomidemokratisasi,pemberdayaanmanusia,
memberikanpelayanandanmeningkatkanlajupembangunandiwilayah
tersebut.Pengalokasian dana desa yang diterima dariAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)menjadipopulerdiberbagai
kalanganya. Alokasi Dana Desa dialokasikan melalui Anggaran
PendapatandanBelanjaDaerahsejakotonomidaerah,Jadiakuntabilitas
pengelolaanAlokasiDanaDesaakansemakinbaikjikasemakintinggi
tanggungjawabpengelolaanAlokasiDanaDesa.Danjugasebaliknya
akuntabilitaspengelolaantidakbaikjikapengelolaanAlokasiDanaDesa
rendah.
Besarandanayangakanditerimaolehmasing-masingdesaakan
berbedaberdasarkanpadageografisdesa,jumlahpenduduk,sertajumlah
angkakematian.Tatapemerintahandesayangbaikbisamenjadikan
siklus pengelolaan keuangan berjalan dengan baik (Yuliansyah &
Rusmianto,2016,hal.47).Maka pemerintah desa dan Badan
permusyawaratandesa(BPD)sepertitokohagama,perwakilandari
masyarakat,tokohdesasangatberperandalam prosespengelolaan
keuangandesa.
Alokasidana desa bisa diartikan bahwa dalam pengelolaan
keuangan harus bersumberpada sistem dan proseduryang telah
ditentukan oleh pemerintah serta keterbukaan transparansikepada
masyarakatterutamadalam perencanaanyangbaik,pelaksanaanyang
nyatabersumberpadaperencanaan,penatausahaanyangsesuaidengan
5pelaksanaan,laporanbersumberpadapengeluaransertapencatatan,
tanggungjawabbersumberpadahasillaporan.
Implementasi (penerapan) penatausahaan diperlukan untuk
mengetahuisejauhmanapengelolaandanpelaporanalokasidanadesa
dalam pembangunan desa. Kewenangan serta kewajiban dalam
mengelolakemampuandanpotensiyangdimilikidituntutuntukdilakukan
secaratransparansidanmemilikiakuntabilitasyangtinggi.
Pengelolaankeuanganbaikdarianggaransampairealisasiharus
dapatmelibatkantokoh-tokohmasyarakatdanaparatpemerintahdaerah,
sehinggaprogram kerjadankegiatanyangdisusundapatmengkordinir
kepentingan dan kebutuhan masyarakatdesa serta sesuaidengan
kemampuanyangdimilikisetiapdesa.Selainitupemerintahdesaharus
bisamenyelenggarakanpencatatan,atauminimalmelakukanpembukuan
atastransaksikeuanganyasebagaiwujudpertanggungjawabankeuangan
yangdilakukanya.
Pelaporan keuangan salah satu bentuk dari wujud
pertanggungjawaban keuangan,sesuaidengan pasal35 Peraturan
MenteriDalam NegeriNomor113Tahun2014.Pelaporantentunya
menjadidasarpenentuankebijakandanmenjadibahanuntukpenyusunan
rencanakegiatan-kegiatanberikutnya.
Akuntansipemerintahanjugamemilikiperandalam pengelolaan
keuanganpublikdalammewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik,
6mulaidaritatakelolakeuanganpusat,daerah,maupundesa.Desasebagai
unitorganisasipemerintahyangberhadapanlangsungdenganmasyarakat
dengansegalalatarbelakangkepentingandankebutuhanyamempunyai
perananyangsangatstrategis.Dikarenakankemajuandarisebuahnegara
pada dasarnya sangatditentukan oleh kemajuan desa.Akuntansi
pemerintahanjugaharusmenyediakaninformasidalamprosesmanajerial
seperti perencanaan, pnganggaran, pelaksanaan, pengawasan,
pengendaliananggaran,perumusankebiajakan,pengambilankeputusan
danpenilaiankerjapemerintahataskeuanganpublik.
Dalamsebuahprosesdemokrasiperanilmuakuntasipemerintahan
khususnyadalamsektorakuntabilitaspublikmenjadisalahsatuhalyang
sangatkrusialkarenamenjadisyaratdasardarikeberhasilandemokrasi
itusendiri.Prinsipdalamakuntansipemerintahansepertiakuntabilitasdan
transparansipengelolaankeuanganpublikbukanhanyasebagaibentuk
kewajibandaripemerintahpusat,namunjugadaerahsepertidesa(Sherly,
2014).
Tingkat akuntabilitas dalam implementasi penatausahaan
pelaporan dan pengelolaan AlokasiDana Desa dimulia daritahap
perencanaan,pelaksanaan,danpertanggungjawaban.Halinisebagai
wujudtanggungjawabpemerintahdesadalampelaksanaanpembangunan
desayangberasaldariAlokasiDanaDesa.Akuntabilitaskeuangan
pemerintahandesadenganBadanPermusyawaratanDesatidakhanya
bersifathorizontal,tetapijugabersifatvertikalantarakepaladesadengan
7masyarakatsertaatasankepaladesa.
Dalam tahap transparansi,pemerintah harus menyampaikan
kepadamasyarakatsupayamasyarakatmengetahuiseberapabanyak
pendapatandanpengeluaranpendapatandesadaridanatransferdan
pajak,tahapakuntabilitasjugadiungkapkanbaikmelaluipapaninformasi
maupunrapatevaluasidanmusyawarahdalam pembangunandesa,
namunhaltersebutsulitditerapkan.
MenurutTribunJateng.com,(Senin,16 September2019).Di
sejumlahdaerahdiJawaTengahtelahterjadipenyelewenganDanaDesa
baikprosessaatpencairan,perencanaan,maupunrealisasipenggunaan
uangnya.DiKabupatenPemalangadadesayangmenjadiperbincangan
karenadanadesatersebutdipotongolehoknumtertentu.Oknumtersebut
meminta10%darialokasidanadesa.Dalamhalinipengelolaandanadesa,
akanadaresikoterjadinyakesalahanbaikyangbersifatsubstanstif
ataupunadministratifyangbisamengakibatkanterjadinyapermasalahan
hukummengingatbelummemadainyakompetensikepaladesadanaparat
desadalam halpenatausahaanakuntabilitastransparansipengelolaan,
pelaporan,danpertanggungjawabankeuangandesa.
Penelitian(Yatminiwati,2017)menjelaskanpenatausahaanserta
pengelolaan keuangan desatelah sesuaiperundang-undangan yang
berlaku.Sertapenelitian(Irma,2015)membuktikandikecamatanDolo
selatansudahmelaksanakanADDsecaraakuntabelsertatransparan,
8walaupundemikianketerbatasanpadaakuntabilitasfisik,administrasi
merupakanprinsipakuntabilitasyangselebihnyabelum dilaksanakan
dengan baik karena tidak mematuhiketentuan.Dengan demikian
penerapantahapperencanaan,pelaksanaansertapengawasansesuai
pedomanadalahimplementasidiantarapenelitianyangsudahada.Dari
uraian yang diatas maka penelititertarik untuk mengambiljudul
penelitaian
“ImplementasiPenataUsahaan,Transparansiakuntablitaspelaporandan
pengelolaanAlokasiDanaDesaDalam ProsesPembangunanDesadi
DesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang”
B.RumusanMasalah
Sesuaipenjelasanlatarbelakangmasalahdiatas,makarumusan
masalahdalampenelitianyangakanditelitisebagaiberikut:
1.BagaimanaAlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang?
2.BagaimanaPenatausahaandalampengelolaanAlokasiDanaDesa
diDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang?
3.BagaimanatranparansidaalampengelolaanAlokasiDanaDesadi
DesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang?
4.BagaimanaAkuntabilitasdalampengelolaanAlokasiDanaDesadi
DesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang?
95.BagaimanaPelaporandalam pengelolaanAlokasiDanaDesadi
DesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang?
6.BagaimanapengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalang?
C.TujuanPenelitian
Sesuairumusanmasalahdiatasmakatujuanpenelitianinisebagai
berikut:
1.UntukmengetahuiAlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecmatan
TamanKabupatenPemalang
2.UntukmengetahuiPenatausahaandalampengelolaanAlokasiDana
DesadiDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
3.UntukmengetahuiTransparansidalam pengelolaanAlokasiDana
DesadiDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
4.UntukmengetahuiAkuntabilitasdalam pengelolaanAlokasiDana
DesadiDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
5.UntukmengetahuiPelaporandalam pengelolaanAlokasiDana
DesadiDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
6.Untuk mengetahuiPengelolaan AlokasiDana Desa diDesa
KabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang.
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D.ManfaatPenelitian
Sesuai tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat
memberikanmanfaatsebagaiberikut:
1.ManfaatTeoritis
a.BagiPeneliti
Dapatmengaplikasikanteoritersebutdalam keadanyang
sebenarnya serta bermanfaatbagimahasiswa yang sudah
mendapatkanteori-teoriketikabelajardiFakultasEkonomidan
BisnisUniversitasPancasaktiTegal
b.BagiAkademik
Dengan penelitian inidiharapkan dapatmenambahkan
pengetahuansertawawasandaninformasikepadapeneliti-peneliti
selanjutnyaterkaitimplementasipenatausahaantransparansi
akuntabilitaspelaporandanpengelolaanalokasidanadesadalam
prosespembangunandesa.
2.ManfaatPraktis
a.BagiInstansi
Penelitianinimengharapkandapatmeningkatkankinerja
pemerintahdesadalam mengawasisertamengevaluasikendala-
kendalayangkemunkinanakandihadapikedepanyadenganadanya
peningkatanimplementasidalam pengelolaanalokasidanadesa
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yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan,
pertanggungjawabanalokasidanadesa.
b.BagiPerangkatDesaKabunanKecamatanTamanKabupaten
Pemalang
Denganpenelitianinimengharapkandapatmemberikan
pemahaman serta pengetahuan yang lebih mendalam serta
menambahwawasanmengenaipengelolaanalokasidanadesa
untukkemajuanpembangunandesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang.
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BABI
TINJAUANPUSTAKA
A.LandasanTeori
1.PembangunanDesa
Pembangunanmerupakanusahayangdilakukanpemerintahdan
masyarakatuntukmencapaitujuanNegarasertasuatukonsepperubahan
socialyangberlangsungterusmenerusmenujukearahkemajuandan
perkembangan yang memerlukan masukan yang menyeluruh dan
berkesinambungan(Rahum,2015).
Rahman(2015)mengemukaanpembangunanadalahusahayang
dilakukanpemerintahdanmasyarakatuntukmencapaitujuannegara
melaluisuatukonsepperubahansosialyangberlangsungterusmenerus
menujukearahperkembangandankemajuanyangmemerlukanmasukan-
masukanyangmenyeluruhdanberkesinambungan.
Pembangunanpedesaanyaitumemperhatikancirikhassocialdan
budayamasyarakatyangbertempattinggaldikawasanpedesaanyang
merupakankonseppembangunanyangberbasispedesaan.Pembangunan
saranaprasaranadesaakanmeningkatdaritahunketahunaparatdesa
akanmendapatkangajidariNegara(Hoesada,2014)
Pembangunan perdesaan adalah konsep pembangunan yang
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berbasisperdesaandenganmemperhatikancirrikhassosialdanbudaya
masyarakatyangtinggaldikawasanperdesaan. Prioritaspembangunan
berbasisperdesaanmeliputi:
a.Pengembangankapasitasdanpendampinganaparaturpemerintah
desadankelembagaanpemerintahansecaraberkelanjutan.
b.Pemenuhanstandarpelayananminimum desasesuaidengan
kondisigeografisnya.
c.Penanggulangankemiskinandanpengembanganusahaekonomi
masarakatdesa.
d.Pembangunansumberdayamanusia,peningkatankeberdayaan,
danpembentukanmodalsosialbudayamasyarakatdesa.
e.pengelolaansumberdayaalamdanlingkunganhidupberkelanjutan.
f.pengembanganekonomikawasanperdesaanuntukmendorong
keterkaitandesa-kota.
g.pengawalanimplementasiUndang-undangdesasecarasistematis
,konsisten dan berkelanjutan melalui koordinasi, fasilitasi,
supervise,danpendampingan.
TujuanpembangunandesasebagaimanadituangkandidalamUU
Desa adalah meningkatkan kesejahteraan hidup manusia serta
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penanggulangankemiskinanmelaluipenyediaanpemenuhankebutuhan
dasar,pembangunansaranadanprasaranadesa,pengembanganpotensi
ekonomilokaldanpemanfaatansumberdayaalamdanlingkungansecara
berkelanjutan yang dilaksanakan dengan mengedepankan semangat
kebersamaan,kekeluargaandankegotongroyongangunamewujudkan
perdamaian dan keasilan social (Shuida, 2014). Pelaksanaan
pembangunankawasanperdesaaninidiaturdenganperda,dengan
memperhatikan kepentingan masyarakat desa,kewenangan desa,
kelancaraanpelaksanaaninvestasi,kelestarianlingkunganhidupdan
keserasiankepentinganantarkawasandankepentinganumum(Abdulah,
2007).
2.AkuntansiPemerintahan
AkuntansiPemerintahanadalahsuatuilmudibidangakuntansiyang
sedang berkembang sangatpesat.Kebutuhan atas penggunaan
akuntansi dalam mencatat dan melaporkan kinerja pemerintah
memunculkantuntutanmengenaiakuntabilitasdantransparansipublic
ataspengelolaandana-danamasyarakat.Definisiakuntansipemerintah
sebagaisalahsatubidangilmuakuntansitidakakanterlepasdari
pemahamantentangakuntansi,termasukperkembanganyadiIndonesia.
AkuntansiPemerintahanjugadapatdiartikansebagaisuatuaktifitasjasa
sebagaipenyediainformasikeuanganpemerintahberdasarkanproses
pencatatan,pengkalsifikasian,pengikhtisaransuatutransaksikeuangan
pemerintahan,sertapenafsiranatasinformasikeuangantersebut.
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a.PengertianAkuntansi
Menurut American Accounting association mendefinisikan
akuntansisebabagaisuatuprosesmengidentifikasikan,mengukur,dan
melaporkaninformasiekonomi,untukmemungkinkanadanyapenilaian
dankeputusanyangjelasdantegasbagimerekayangmenggunakan
informasitersebut(Soemarso,2004,hal.3).
Dengandefinisidiatasdapatdiketahuibahwa:
1)Kegiatanakuntansimerupakanprosesyangterdiridariidentifikasi,
pengukurandanpelaporaninformasiekonomi.
2)KegunaanAkuntansibahwaakuntansiekonomiyangdihasilkan
oleh akuntansi diharapkan berguna dalam penilaian dan
pengambilan keputusan mengenai kesatuan usaha yang
bersangkutan.
Adatigabidangutamadariakuntansi,yakniakuntansiperusahaan
ataukomersil (comersial accounting), akuntansi pemrintahan
(governmentalaccounting),danakuntansisosial(socialaccounting).
Didalamakuntansikomersil,informasikeuanganyangdidapatdaridata
akuntansiakandiberikandandigunakankepadaManajemen,pemilik
modal,kreditur,dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan
perusahaantersebut.Dalamakuntansipemerintahaninformasitransaksi
ekonomidankeuanganpemeritahanyangdidapatdaridataakuntansi
akandiberikankepadapihakeksekutif,legislatif,yudikatif,danmasyarakat.
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Sedangkan akuntansisosialadalah bidang akuntansiyang khusus
diterapkandalamlembagamakroyangmelayaniperekonomiannasioanal,
sepertineraca pmbayaran negara,rekening arus dana,rekening
pendapatan,danproduksinasional.
b.KonsepAkuntansiPemerintahan
Sistem akuntansi pemerintahan daerah adalah
pertanggungjawabanpelaksanaanAPBDyangdapatdilakukansecara
manualataumenggunakancomputeryangsesuaiprosedurdimulaidari
prosespengumpulandata,pencatatan,pengikhtisaran,sampaisampai
laporankeuangan.Pertanggungjawaban,manajerial,sertapengawasan
merupakantujuanutamadariakuntansipemerintahan(Nordiawan,2014,
hal.201).Memberiinformasikeuanganyanglengkap,cermat,dalam
bentukdanwaktuyangsesuaiselamaperiodemerupakanyangdimaksud
bentukpertanggungjawabanyangdilakukanpemerintahan.Tujuanutama
akuntansipemerintahandalam pengelolaankeuanganpublikadalah
bentuk pertanggungjawaban, manajerial, dan pengawasan.
Pertanggungjawabanyangdilakukanpemerintahadalahmemberikandan
menyediakantentanginformasikeuanganyanglengkap,cermat,dalam
bentukdanwaktuyangtepatselamaperiodeyangsudahditentukan.
Akuntansipemerintahan juga harus menyediakan informasidalam
proseesmanajerialsepertiperencanaan,penganggaran,pelaksanaan,
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pengawasan,pengendakiananggaran,perumusankebijakan,pengambilan
keputusan,danpeniliaiankinerjapemerintahataskeuanganpublik.
Untuk mewujudkan suatu sistem pemerintahan yang baik,
diperlukanpeningkatandemokrasi,yaknipemerintahandarirakyat,oleh
rakyat,sertauntukrakyat.PeranilmuiakuntansidalamPrinsipakuntansi
publikdalam prosesdemokrasimenjadihalyangdiutamakankarena
menjadisyaratdasardarikeberhasilandemokrasiitusendriri.Apabila
akuntabilitastidakdijalansebagaimanamestinyamakademokrasitidak
akanberjalandenganbaik.Keuanganpemerintahanmenjadiperanan
penting karena keuangan pemerintahan mempresentasikan semua
aktivitasdankebijakanpolitik,ekonomidisuatupemerintahan.
Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah 1).
Pertanggungjawabanyaitumemberikaninformasikeuanganyanglengkap
dantepatwaktusertainformasiyangbergunabagipihakyangmempunyai
tanggungjawabyangberkaitandenganoperasiunit-unitpemerintahan.
Fungsiyangmengandunglebihluasdaripertanggungjawabantidak
sekedarketaatanterhadapperaturan,tetapibertindakbijaksanadalam
menggunakan sumber-sumberdaya.2).Manajerial,yaitu akuntansi
pemerintahanharusmenyediakaninformasikeuanganuntukperencanaan,
penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran,
perumusankebijakanaandanpengambilankeputusandanpenilaiankerja
pemerintahan.3).Pengawasan,yaituakuntansipemerintahjugaharus
memungkinkanterselengaranya,pemeriksaanolehaparatpengawasan
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fungsionalsecaraefektifdanefisien(Halim&Kusufi,2012).
Akuntansipemerintahan memilikiperan dalam pengelolaan
keuanganpublikdalammewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik,
mulaidaritatakelolakeuanganpusat,daerah,maupundesa.Prinsip
dalam akuntansipemerintahansepertiakuntabilitasdantransparansi
pengelolaankeuanganpublikbukanhanyasebagaibentukkewajibandari
pemerintahpusat,namunjugadaerahsepertidesa.Dalam menujutata
pemerintahanlokalyangbaik(goodgovernance),pemerintahdaerahdan
masyarakat lokalharus mengubah dirinya,untuk mencapaitata
pemerintahanlokalyangbaikolehpemerintahdaerah,harusterdapat
pengembangankapasitaspemerintahdaerahyangmencakupreformasi
pemerintah daerah,peningkatan kemampuan organisasionaldalam
perumusan pengambilan kebijakan dan pelayanan publik,kondisi
keuanganpemerinrtahdaerahyangstabildanbaik,sertapembangunan
kapasitasdaribirokrasidaerah(Damanik,2012,hal.95).
Prinsipdemokrasisangatpentingdalam meningkatkansistem
pemerintahanyangbaikPrinsipdemokrasiyaitupemerintahandarirakyat,
olehrakyatdanuntukrakyat.Peranilmuakuntansipemerintahanmenjadi
halyangsangatpentingdalam prinsipakuntasbilitaspublickarena
menjadi prasyarat dasar dari keberhasilan demokrasi tersebut.
akuntabilitas sector pemerintahan dijalankan dengan baik maka
demokrasiberjalandenganbaik.
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Pengembangan kapasitas daerah yang mencakup reformasi
pemeintah daerah serta peningkatan kemampuan organisasidalam
pengambilan kebijakan dan pelayanan public,kondisi keuangan
pemerintahdaerahyangbaikdanstabil,danpembangunankapasitasdari
birokrasiharus dilaksanakan dengan baik untuk mencapaitata
pemerintahanlocalyangbaikolehpemerintahdaerahdalammenujutata
kelolapemerintahanyangbaik(Damanik,2012,hal.95).Kepaladesa
menjadipenanggungjawabpembangunandesadiaturdalampasal14ayat
(1)PPNo.72Tahun2005menjelaskanbahwamenyelenggarakanurusan
pemerintahdesa,pembangunan,sertakemasyarakatanadalahsalahsatu
tugaskepaladesayangdidalam pembangunanyadirencanakandalam
forummusyawarahmufakat.HasilmusyawarahkemudianditetapdiRKPD
yangselanjutnyaditetapkandiAPBDes.Perangkatdesadanlembaga
masyarakat desa membantu kepala desa dalam menjalankan
pembangunandesa(Kaputra,2013).
c.PemerintahDesa
PemerintahDesamerupakanpelaksanakepentinganmasyarakat
setempatdalamsistempemerintahandanurusanpemerintahanNegara
KesatuanRepublikIndonesiadidesayangberkedudukandiwilayah
kabupaten/kota(BPKP,2015).
Pemerintahmenerbitkanperaturanpeundang-undangantentang
desameliputiperaturanMenteridalam NegeriNomor113Tahun2014
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mengenaipengelolaankeuangandesa,Undang-unndangNomor6Tahun
2014mengenaiDesadanPeraturan.PeraturanPemerintahanNo.43
Tahun 2014 mengenai kewajiban pemerintah kabupaten untuk
merumuskandanmembuatperaturandaerahtentangADDsebagaibagian
darikewenanganfiscal.
MenurutUUNo.6Tahun2014tentangdesa,yangdimaksuddengan
desaadalahsatuanmasyarakathukumyangmemilikibataswilayahyang
berwenanguntukmengaturdanmenguruspemerintahan,kepentingan
masyarakatsetempatberdasarkanpraaksaramasyarakat,hakasalusul,
danhaktradisionalyangdiakuidandihormatidalamsistempemerintahan
NKRI.Pemerintahndesaadalahkepentinganmasyarakatsetempatdan
penyelenggaraanurusanpemerintahdalamsistempemerintahNKRI.
Kewenangandesameliputikewenangandibidangpenyelenggaraan
pemerintha desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan
masyarakatdesa,danpemberdayaanmasyarakatdesaberdasarkan
prakarsamasyarakat,hakasalusul,danadatistiadatdesa.Kewenangan
yangdimilikiolehpemerintahdesasecaraformalmerupakankewenangan
yangditegaskandalam peraturanperundang-undanangan.Berdasarkan
PPNo.72Tahun2005tentangdesa.
PadaBabIIPasal7bahwaTerdapat4(empat)halyangmenjadi
kewenangandesayakni:
1)Urusanpemerintahanyangsudahadaberdasarkanhakasalusul
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desa
2)Urusanpemerintahanyangmenjadikewenangankabupaten/kota
yangdiserahkanpengaturanyakepadadesa.
3)Tugaspembantuandaripemerintahpusat,pemerintahprovinsi,dan
pemerintahkabupaten/kota.Untuktugasiniharusdisertaidengan
pembiayaan,saranadanprasarana,sertasumberdayamanusia.
4)Urusan pemerintahan lainya yang oleh peraturan perundang-
undangandiserahkankepadadesa(BPKP,2015).
KekuasaanpengelolaankeuangandesadipegangolehKepala
Desa.Namun demikian dalam pelaksanaanya,kekuasaan tersebut
sebagiandikuasakankepadaperangkatdesa,sehinggapelaksanaan
keuangandilaksanakansecarabersama-samaolehkepaladesadan
pelaksanaanteknispengelolaankeuangandesa(PTPKD).PTPKDterdiri
dariKepalaDesa,SekretarisDesa,KepalaSeksi,DanBendaharaDesa.
a)KepalaDesa
KepalaDesaadalahpemegangkekuasaanpengelolaankeuangan
desadan
mewakilipemerintahdesadalamkepemilikankekayaanmilikdesayang
dipisahkan.Dalamhalini,KepalaDesamemilikikewenangan:
1.MenetapkankebijakantentangpelaksanaanAPBDesa.
2.MenetapkanpelaksanaanteknispengelolaanAPBDesa.
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3.Menetapkanpetugasyangmelakukanpemungutanpenerimaan
Desa.
4.Menyetujipengeluaranataskegiatanyang ditetapkandalamAPB
Desa.
5.Melakukantindakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbeban
APBDesa.
KepalaDesamemegangjabatanselama6tahunterhitungtanggal
pelantikan
dandapatmenjabatpalinglama3kalimasajabatansecaraberturut-turut
atautidaksecaraberturut-turut.
b)SekretarisDesa
SekretarisDesaselakukoordinatorPTPKDmembantukepaladesa
dalam
melaksanaanpengelolaankeuangandesa,dengantugas:
1.MenyusundanmelaksanakankebijakanpengelolaanAPBDesa.
2.MenyusunrancanganperaturanmengenaiAPBDesa,perubahan
APBDesadanpertanggungjawabanpelaksanaanAPBDesa.
3.Melakukanpengendalianterhadappelaksanaankegiatanyangtelah
ditetapkandalamAPBDesa.
4.MenyusunlaporandanpertanggungjawabanpelaksanaanAPB
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Desa.
5.Melakukanverifikasiterhadaparencanaanggaranbelanja(RAB),
bukti-buktipenerimaandanpengeluaranAPBDesa(SPP).
SekretarisDesamendapatkanpelimpahankewenangandarikepala
desadalam
melaksanakan penngelolaan keuangan desa,dan bertanggungjawab
kepadakepaladesa.
c)KepalaSeksi
MerupakansalahsatuunsurdariPTPKDyangbertindaksebagai
pelaksanakegiatansesuaidenganbidangnya.Sesuaipasal64PP
Nomor43tahun2014dinyatakanbahwadesapalingbanyakterdiri
dari3seksi.
1.MenyusunRABkegiatanyangmenjaditanggungjawabnya.
2.Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga
kemasyarakatandesatangtelahditetapkandidalamAPBDesa.
3.Melakukantindakanpengeluaranyangmenyebabkanatasbeban
anggaranbelanjakegiatan.
4.Mengendalikanpelaksanaandenganmelakukanpencatatandalam
bukupembantukaskegiatan.
5.Melaporkanperkembanganpelaksanaankegiatankepadakepala
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desa.
6.MengajukanSPPdanmelengkapinyadenganbukti-buktipendukung
atasbebanpengeluaranpelaksanaankegiatan(BPKP,2015).
d)BendaharaDesa
Bendahara desa mengelola keuangan desa yang meliputi
penerimaanpendapatandesadanpengeluaran/pembiayaandalam
rangkapelaksanaanAPBDesa.penatausahaandilakukandengan
menggunakanbukukasumum,bukukaspembantupajak,danbuku
bank.Penatausahaanyangdilakukanantaralainmeliputi:
1)Menerima,menyimpan,menyetorkan/membayar.
2)MemungutdanmenyetorkanPPhdanpajaklainya.
3)Melakukanpencatatansetiappenerimaandanpengeluaranserta
melakukantutupbukusetiapakhirbulansecaratertib.
4)Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan
pertanggungjawaban(BPKP,2015).
3.ImplementasiPenatausahaanKeuanganDesa
Implementasipenatausahaan berdasarkan beberapa undang-
undangdanperatutranpemerintahmerupakanserangkaiankegiatan
meliputipembukuan,inventarisasidanpelaporanaseetmilikdesasesuai
denganketentuanyangberlaku(Fahmi,Sari,&Astutie,2018).Menurut
PERMENDAGRINo.113Tahun2014menjelaskanbahwapenatausahaan
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adalah pencatatan terhadap seluruh transaksiyang ada berupa
penerimaan ataupun pengeluaran. Implementasi penatausahaan
merupakanbagiandariprosedurpengeluaranmaupunpenerimaandesa
darirekeningdesayanbmerupakankewajibandesadalam 1tahun
anggaranyangtelahditetapkanpemerintahdesa(SofieR,Effendi,&
Supatmoko,2017).
ImplementasipenatausahaanpengelolaandanpelaporanAlokasi
DanaDesaadalahseluruhkegiatanyang meliputipenatausahaan
perencanaan,pelaksanaan,pelaporandanpertanggungjawabankeuangan
desa(Wida,Supatmoko,&Kurrohman,2017).Dengandemikianperlu
diketahuisejauhmanaimplementasipenatausahaanpengelolaandan
pelaporanAlokasiDanaDesadalampembangunanDesasesuaidengan
PermendagriNo.113tahun2014.
BerdasarkanUURINomor6Tahun2014menjelaskantentang
pembangunandesabertujuanmeningkatkankesejahteraanmasyarakat
Desadankualitashidupmasyarakatsrtapenangulangankemiskinan
melaluipemenuhankebutuhandasar,pembangunansaranaprasarana
desa,pengembanganpotensiekonomilokal,sertapemanfaatansumber
daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Ada tiga tahap
pembangunandesameliputi1.Tahapperencanaan2.Tahappelaksanaan
3.Tahappengawasan.Dalam halinikebersamaan,kekeluargaan,dan
gotongroyong dikedepankan untuk mewujudkan pengurustamaan
perdamaiandankeadilansosial.
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Daripenjelasan UU No.6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa
perencanaan pembangunan desa diselengarakan dengan
mengikutsertakanmasyarakatdesamelaluimusyawarahperencanaan
pembangunan desa.Dalam halinimenetapkan prioritas,program,
kegiatan,dankebutuhanpembangunandesayangdidanaiolehanggaran
pendapatandanbelanjadesa,swadayamasyarakatdesa,atauanggaran
pendapatandanbelanjakabupaten/kotaberdasarkanpenilaianterhadap
kebutuhanmasyarakatdesa.
4.Transparansi
a.Transparansi
Padapasal4ayat7peraturanKEMENDAGRINo.113tahun2014,
tentangpedomanpengelolaankeuangandaerah,dikatakantransparansi
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk
mengetahuidan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang
keuangandaerah.Denganadanyatransparansimenjaminaksesatau
kebebasan bagisetiap orang untukmemperoleh informasitentang
penyelenggaraanpemerintah,yakniinformasitentangkebijakan,proses
pembuatan dan pelaksanaanya, serta hasil-hasil yang dicapai.
Transparansi juga memiliki arti keterbukaan organisasi dalam
memberikaninformasiyangterkaitdenganaktivitaspengelolaansumber
dayapublikkepadapihak-pihakyangmenjadipemangkukepentingan.
Dalammenjalankanmandatdarirakyat,fungsitransparansisangat
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pentingbagipelaksanaanfungsi-fungsipemerintahan.Dimanapemerintah
memilikiwewenangyangsangatpentingdalam mengambilkeputusan
yangberdampakbagibanyakorang,pemerintahharusmenyediakan
informasiyanglengkapmengenaiapayangdikerjakanya.Kebohongan
akansulitdisembunyikanapabilatransparansidilaksanakan,dengan
demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat
menyelamatkanuangrakyatdariperbuatankorupsi.
Transparansipengelolaankeuanganpublikmerupakanprinsipgood
governanceyangharusdipenuhiolehorganisasisektorpublik.Dengan
dilakukanyatransparansitersebutpublikakanmemperolehinformasiyang
aktualdanfluktual,sehinggamerekadapatmenggunakaninformasi
tersebutuntuk:
1)Membandingkan kinerja keuangan yang dicapaidengan yang
direncanakan(realisasivsanggaran)
2)Menilaiadatidaknyakorupsidanmanipulasidalam perencanaan,
pelaksanaan,danpertanggungjawabananggaran.
3)Menentukantingkatkepatuhanterhadapperaturanperundang-
undanganyangterkait.
4)Mengetahuihakdankewajibanmasing-masingpihak,yaituantara
manajemen organisasisektorpublikdengan masyarakatdan
denganpihaklainyangterkait(Mahmudi,2010).
Transparansi artinya pemerintah dalam menjalankan roda
27
pemerintahanharusmengungkapkanhal-halyangsifatnyamaterialsecara
berkalakepadapihak-pihakyangmemilikikepentingandenganprinsip
keterbukaansehinggamasyarakatmengetahuidanmendapatkanakses
informasitentangkeuangandesatersebut.
Prinsip transparansidapatdiukurdengan beberapa indicator
sebagaiberikut:
a.Mekanismeyangmenjaminsistem keterbukaandanstandarisasi
darisemuaproses-prosespelayananpublic.
b.Mekanisme yang menfasilitasipertanyaan-pertanyaan public
tentangberbagaikebijakandanpelayananpublic,maupunproses-
prosesdidalamsectorpublic.
c.Mekanismeyangmenfasilitasipelapporanmaupunpembayaran
informasimaupunpenyimpangantindakanaparatpublicdidalam
kegiatanmelayani(Hanifah,2015).
b.KonsepTransparansi
Untuk mewujudkan pertanggungjawaban pemerintah terhadap
warganya salah satu cara dilakukan dengan menggunakan prinsip
transparansi (keterbukaan). Melalui transparansi penyelenggaraan
pemerintah,masyarakat diberikan kesempatan untuk mengetahui
kebijakanyangakandiambilolehpemerintah(Tahir,2014).Transparansi
merupakansalahsatuprinsipgoodgovernance.Prinsiptransparansi
menurutWerimon,dkkmeliputi2aspek,yaitu:komunikasipublikoleh
28
pemerintah,danhakmasyarakatterhadapaksesinformasi.
Pemerintahdiharapkanmembangunkomunikasiyangluasdengan
masyarakatberkaitandenganberbagaihaldalam kontekpembangunan
yangberkaitandenganmasyarakat.Masyarakatmempunyaihakuntuk
mengetahuiberbagaihalyang dilakukan oleh pemerintah dalam
melaksanakan tugas pemerintahan. Kerangka konseptual dalam
membanguntransparansiorganisasisektorpublikdibutuhkanempat
komponenyangterdirirdariadanyasistempelaporankeuangan,adanya
sistem pengukuran kinerja, dilakukanya auditing sektor publik,
berfungsinyasaluranakuntabilitaspublik(channelofaccountability).
Empatprinsipyangdimplementasikandalam kerja-kerjaorganisasi,
yaitu:
1.Prinsipkomunikatif:salingberhubungan,salingmemahami,saling
merasaantarabupati/walikotadanaparatnyasehunggapesan
yangdisampaikandapatditerimadengganbaik.
2.Prinsip konsistensi:melakukan suatu kegiatan secaraterus
menerusdengantekundanbenartanpakeluardarijalur/bahasan
yangtelahditentukan.
3.Prinsipkohesivitas:salingketergantunganantarbupatidengan
aparatnyasertapublikkarenatanpamerekatujuanyanghendak
dicapaitidakakanterpenuhi.
4.Prinsippartisipatif:apabilaketigaprinsipdiatasterbangunsecara
29
signifikan.
Nilai-nilaipemimpinyangtransparanyaitukualitasnormaldimiliki
personalyangprima,sepertiintegritas,amanahdancerdasbagiseorang
pemimpin.Jikaprinsipdannilaitransparansidimplementasikandalam
proseskepemerintahandaerahuntukmendukungvisidanmisiyang
dimiliki,dapatdikatakanmudahuntukberhasil(Arifyanto&Kurrohman,
2017).
5.Akuntabilitas
a.Akuntabilitas
Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah untuk
memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan
mengukapkansegalakegiatandanaktifitasyangmenjaditanggung
jawabnya kepada pihak pemberiamanah yang memilikihak dan
kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut.Secara
singkatpengelolaansumberdayasertapelaksanaankebijakanyang
dipercayakankepadaentitaspelaporanmenjaditanggungjawabkepala
desadanaparaturnyadalam mencapaitujuanyangtelahditetapkan
secaraperiodik.MenurutPeraturanPemerintahanRepublikIndonesia
Nomor71 Tahun 2010 Tentang StandarAkuntansiPemerintahan,
akuntansi adalah proses identifikasi, pencatatan, pengukuran,
pengklasifikasian,pengikhtisaran transaksidan kejadian keuangan,
penyajianlaporan,sertapenginterpretasianatashasilnya.Akuntansi
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keuangandaerahadalahprosestransaksiekonomi(keuangan)meliputi
pengidntifikasian,pengukuran,pencatatan,danpelaporandarientitas
pemerintahandaerahyangdijadikaninformasisebagaipengambilan
keputusankonomiolehpihakeksternalentitaspemerintahdaerahyang
memerlukan(Halim&Kusufi,2012)
Akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan
bertanggungjawabataskeberhasilanataupunkegagalanpelaksanaan
misiorganisasidalammencapaihasilyangtelahditetapkansebelumnya,
melaluimedia pertanggunjawaban yang dikerjakan secara berkala
(Mardiasmo,2012).
Sistemakuntansiadalahorganisasiformulir,catatan,danlaporan
yang dikoordinasisedemikian rupa untuk menyediakan informasi
keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan
pengelolaan perusahaan (Mulyadi,2001).Peraturan Pemerintahan
RepublikIndonesiaNomor24Tahun2005menjelaskansistemakuntansi
pemerintahan adalah serangkaian prosedurmanualmaupun yang
terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan,
pengikhtisarandanpelaporanposisikeuangandanoperasikeuangan
pemerintah.
MenurutlembagaadministrasiNegaradanBadanpengawasan
keuangandanpembangunanRIakuntabilitasyaitukewajibanuntuk
memberikanpertanggungjawabankinerjadantindakanseseorangatau
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pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Akuntabilitasadalahmenjaminnilai-nilaiyangpentingsepertiefisiensi,
efektifitas,reliabilitas,danprediktibilitas.
Kewajiban pemerintah daerah untukmempetanggungjawabkan
pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan didaerah dalam rangka
otonomidaerahuntukmencapaitujuanyangsudahditetapkanmelalui
mediapertanggungjwabanyangterukurbaikdarisegikualitasmaupun
kuantitasdapatdiartikansebagaiakuntabilitasdalam penyelengaraan
pemerintahandaerah.Pemerintahharusbertanggungjawabterhadapapa
yangtelahdilakukanyakepadamasyarakatsebagaipelakupemerintahan
dalammelaksanakantugas,wewenangdankewajibanpemerintahdesa.
Kewajiban akuntabilitas yaitu menyajikan dan melaporkan berbagai
macamkegiatan,terutamadibidangadministrasikeuangankepadapihak
yanglebihtinggi.Keuangandesaharusdikeloladenganbaikberdasarkan
praktik-praktikpemerintahanyangbaik.
b.KonsepAkuntabilitas
KonsepakuntabilitasdiIndonesiamemangbukanmerupakanhal
yang baru,hampir seluruh instansidan lembaga pemerintahan
menekankankonsepakuntabilitasinikhususnyadalam menjalankan
fungsiadministratifkepemerintahan.Tuntutanmasyarakatyangmulai
digemborkankembalimerupakanimbaskembalinyafenomenapadaera
reformasitahun1998.Padamasaordebarutuntutanmasyarakatini
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munculkarenakonsepakuntabilitastidakmampuditerapkansecara
konsistendipemerintahanyangmenyebabkanlemahnyabirokrasiyang
menjadipemicutimbulnyaberbagaipenyimpangan-penyimpangandalam
pengelolaankeuangandanadministrasidinegara(Auditya&Lismawati,
2013).
Menyajikandanmelaporkansegalakegiatandikatakansebagai
kewajibanyangterkandungakuntabilitas,terutamadidalam bidang
administrasi keuangan kepada pihak yang lebih tinggi.
Pertanggungjawaban akuntabilitas tidak hanya pada laporan
pertanggungjawaban,tetapijugakepadaaspek-aspekyangmemberi
kemudahandalam mandatuntukmendapatkaninformasi,baiksecara
lisanmaupuntulisanataupunbaiksecaralangsungatautidaklangsung,
sehingga akuntabilitas dapat tumbuh pada lingkungan yang
mengutamakanketerbukaanyangmenjadidasarpertanggungjawaban.
Daripengertian diatas,penelitidapatmenyimpulkan bahwa
akuntabilitasadalahbentukpertanggungjawabanpelaksanaankebijakan
yangdisertaipembuktianfisikyangmenjadikewajibanseseorangatau
unitorganisasitersebut.
C.AkuntabilitasPengelolaanKeuanganDesa
Keuangandesadikelolaberdasarkanprkatikpraktikpemerintahan
yangbaik.Asas–asaspengelolaankeuangandesasebagaimanatertuang
dalam PermendagriNomor113Tahun2014yaitu,transparan,akutabel,
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partisipatifsertadilakukandengantertibdandisiplinanggaran,dengan
uraiansbb:
a.Transparan,yaituprinsipketerbukaanyangmemungkinkanmasyarkat
untukmengetahuidanmendapataksesinformasiseluas– luasnya
tentangkeuangandesa.
b. Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk
mempertanggungjawabkanpengelolaandanpengendaliansumberdaya
danpelaksanaankebijakanyangdipercayakandalamrangkapencapaian
tujuanyangtelahditetapkan.
c. Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang
mengikutsertakankelembagaandesadanunsuremasyarakatdesa.
d.Tertibdandisiplinanggaranyaitupengelolaankeuangandesaharus
mengacupadaaturanataupedomanyangmelandasinya.
Untukmendukungketerbukaanpenyampaianinformasisecarajelas
kepadamasyarakat,setiapkegiatanfisikADDsupayadipasangpapan
informasikegiatan dimana kegiatan tersebutdilaksanakan.Untuk
mewujudkanpelaksanaanprinsiptransparansidanakuntabilitasmaka
diperlukankepatuhanpemerintahdesakhususnyayangmengelolaADD
untukmelaksanakanADDsesuaiketentuanyangberlaku.
6.DanaDesa
Danadesamerupakandanayangdiperuntukanbagidesayang
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dikirim melaluiAPBDkabupaten/kotayangbersumberdariAnggaran
Pendapatan dan Belanja Negara serta digunakan untukmembiayai
kegiatanpemerintahansepertipelaksanaanpembangunan,pembinaan
masyarakatsertapemberdayaanmasyrakat.DanaDesadianggarkan
setiaptahunseiaptahunolehpemerintahdalam APBN setiaptahun
(Aisyah,2018).
MenurutUUNo.6Tahun2014DanaDesaadalahdanayang
brsumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang
diperuntukanbagidesayangditransfermelaluianggaranpendapatandan
belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai
penyelenggaraanpemerintah,pelaksanaan,pembangunan,pembinaan
kemasyarakatan,danpemberdayaanmasyarakat.
Menurutperaturanmenterimengenaipenggunaandanadesapasal
1tahun2019danadesayaitudanayangdiperuntukanbagidesayang
ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah
kabupaten/kotayangbersumberdarianggaranpendapatandanbelanja
Negarayangdigunakanuntukmendanaipenyelenggaraanpemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, serta
pemberdayaanmasyarakat.
Besaranalokasianggaranuntukdesaditentukan10% daridan
diluardanatransferdaerah(ontop)yangsecarabertahap.Besarandana
desasetiapdesaditetapkansesuaidenganperaturandantatapembagian
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sertapenetapanbupati/walikota(BPKP,2015).
Kabupaten/kotamenghitungbesarandanadesauntuksetiapdesa
berdasarkanjumlahpendudukdesa,luaswilayahdesa,angkakemiskinan
desa,dantingkatkesulitangografis,denganbobot:
a.30%untukjumlahpendudukdesa.
b.20%untukluaswilayahdesa.
c.50%untukangkakemiskinandesa.
BerdasarkanPP 2014tingkatkesulitangeografissetiapdesa
digunakansebagaifaktorpengendalihasil.Tingkatkesulitangeografis
ditentukanolehfaktoryangmeliputi:ketersediaanpelayanandasar,
kondisiinfrastruktur,transportasidankomunikasidesakekabupaten/kota.
Datajumlahpendudukdesa,luaswilayahdesa,angkakemiskinandesa,
dantingkatgeografisbersumberdariBadanPusatStatistik.Selainitu
tahapIIpenyaluranDanaDesayangsebelumnyadibulannovember
dimajukanmenjadibulanoktokber.
7.AlokasiDanaDesa
AlokasiDana Desa merupakan salah satu bentukhubungan
keuanganantarapemerintahankabupatendenganpemerintahandesa.
Diperlukanpemahamankewenanganyangdimilikipemerintahdesauntuk
dapatmerumuskanhubungankeuanganyangsesuai.Dapatdiartikan
fasilitaspembangunandanpemberdayaansebagaisalahsatulembaga
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yangandildalamformatkepemerintahanmerupakananggaranpemrintah
yangdiberikankepadaDesa.Danatersebutdialokasikandandigunakan
sesuaidenganundang-undangdanketentuanyangsudahditetapkan
pemerintahanIndonesiasehinggamampumeningkatkanpembangunan
desa,pemberdayaanmasyarakatdanmengimplementasikanbantuan
tersebutuntukkedepanya.
AlokasiDanaDesaatauADDadalahalokasidanayangbersumber
daribagiandanaperimbangankeuanganpusatdandaerahyangditerima
darikabupatenyangpenggunaanya70% untukbelanjapublicserta
pemberdayaan masyrakat dan 30% untuk belamja aparatur dan
operasional(Aisyah,2018).
BerdasarkanPeraturanmenteridalamnegeriNomor37Tahun2007
mengenaipedomanpengelolaankeuangandesapadapasal18bahwa
AlokasidanadesaberasaldariAPBDkabupaten/kotayangbersumberdari
bagiandanaperimbangankeuanganpusatdandaerahyangditerimaoleh
kabupaten/kotaminimal10%
PemerintahDaerahdiwajibkanmengalokasikanADD didalam
APBDkabupaten/kotasetiaptahunanggaranseuaiketetapanundang-
undang.ADD disalurkan ke desa secara bertahap.Dalam proses
penganggarandesasetelahkebijakanumumanggarandanprioritasserta
plafonanggaransementaradisepakatikepaladaerahbersamadewan
perwakilan daerah,bupati/walikota menginformasikan rencana ADD
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dalamjangkawaktu10(sepuluh)hari,palinglambatdisepakatiakhirbulan
julisesuasiketetapankebijakanumumanggarandandanprioritasserta
plafonanggaransementara(BPKP,2015).
DalampengelolaanADDdibentuktimkabupatenyangselanjutnya
disebuttimfasilitaskabupaten,timpendampingyangselanjutnyadisebut
tim pendampingkecamatansedangkandidesadisebuttim pengelola
desa.kemudianadapulapengawaskegiatandanpenanggungjawab
operasional(PJOK).
AdapuntujuanpelaksanaanADDadalah:
a.meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam
melaksanakan pelayana pemerintah, pembangunan dan
kemasyarakatansesuaikewenanganya.
b.Meningkatkankemampuanlembagakemasyarakatandidesa
dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian
pembangunasecarapartisipatifsesuaidenganpotensidesa.
c.Meningktakanpemerataanpendapatan,kesempatanbekerja
dankesempatanberusahabagimasyarakatdesa.
d.Mendorongpengkatanswadayagotongroyongmasyarakat.
RumuspembagianAlokasiDanaDesa(ADD)menggunakandasar
asasadildanmerata,yaitu:
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1.AsasMerataadalahbesarnyabagianAlokasiDanaDesa(ADD)
yangsamauntukdisetiapDesaatauyangdisebutdenganAlokasi
DanaDesa(ADD)minimal.
2.AsasAdiladalahbesarnyabagianAlokasiDanaDesa(ADD)yang
dibagisecaraproporsionaluntukdisetiapDesaberdasarkanNilai
BobotDesayangdihitungdenganrumusdanvariabletertentuatau
AlokasiDanaDesa(ADD)Proporsional(ADDP).
PengelolaanKeuanganAlokasiDanaDesa(ADD)merupakan
bagianyangtidakterpisahkandariPengelolaanKeuanganDesadalam
APBDesaolehkarenaitudalamPengelolaanKeuanganAlokasiDanaDesa
(ADD)harusmemenuhiprinsipPengelolaanAlokasiDanaDesasebagai
berikut:
a.SeluruhkegiatanyangdidanaiolehAlokasiDanaDesa(ADD)
direncanakan,dilaksanakandandievaluasisecaraterbuakadengan
prinsipdari,olehdanuntukmasyarakat.
b.Seluruh kegiatan harus dapatdipertanggungjawabkan secara
administratif,teknisdanhokum.
c.AlokasiDanaDesa(ADD)dilaksanakandenganmenggunakan
prinsiphemat,terarahdanterkendali.
d.JeniskegiatanyangakandibiayaimelaluiAlokasiDanaDesa(ADD)
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sangatterbukauntukmeningkatkansaranapelayananmasyarakat
berupapemenuhankebutuhandasar,penguatankelembagaandesa
dankegiatanlainnyayangdibutuhkanmasyarakatdesayang
diputuskanmelaluimusyawarahdesa.
e.AlokasiDana Desa (ADD) harus dicatat dalam Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan proses
penganggarannyamengikutimekanismeyangberlaku.
Pemerintahdaerahkabupaten/kotasesuaiamanatUndang-Undang
wajibmengalokasikanADDdalam APBDkabupaten/kotasetiaptahun
anggaran.PenyaluranADDkedesadilakukansecarabertahap.Dalam
prosespenganggarandesa,Bupati/Walikotamenginformasikanrencana
ADDdalam jangkawaktu10(sepuluh)harisetelahKebijakanUmum
AnggarandanPrioritasSertaPlafonAnggaranSementara(KUA/PPAS)
disepakatiKepalaDaerahbersamaDewanPerwakilanRakyatDaerah.
Sesuaiketentuan,KUAdanPPASpalinglambatdisepakatiakhirbulanJuli
(BPKP,2015).
8.PengelolaanAlokasiDanaDesa
Pengelolaanmerupakansuatuprosesmembeda-bedakanantara
perencanaan,pengorganisasian,penggerakan,danpengawasanyang
memanfaatkanbaikilmuataupunsenisupayadapatmenyelesaikantujuan
yangsudahditetapkansebelumnya(George,2010).Pengelolaanadalah
subtantifdarimengelola,sedangkanmengelolamerupakansutaukegiatan
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yang dimulaidaripnyusunan data,merencana,mengorganisasikan,
melaksanakan,sampaidenganpengawasandanpenilaian.Kemudian
dijelaskanpengelolaanmenghasilkansuatuyangmerupakansumber
penyempurnaandanpeningkatanpengelolaanberikutnya(Arikunto,2005).
Pengelolaanadalahsuatuprosestertentuyangterdiridariperencanaan,
pengorganisasian,penggerakan dan pengawasan yang dilaksanakan
untuk menentukan dan memenuhitujuan tertentu dengan cara
mengunakanmanusiadansumber-sumberlain(Moekijat,2006).Marry
ParkerFoletdalam(Sule&Saefulah,2009,hal.6)mengemukaanbahwa
pengelolaanmerupakanprosesatausenidalampenyelesaiansuatuyang
terikaitdenganpncapaiantujuan.
Setiap tahapan proses tahapan pengelolaan keuangan desa
tersebutmemilikiaturan–aturanyangharusdipahamidandilaksanakan
sesuaidenganbatasanwaktuyangtelahditentukan.Kegiatanpengelolaan
keuangandesadapatdilaksanakandenganbaiktentunyaharusdidukung
diantaranyaolehsumberdayamanusiayangkompetendanberkualitas
sertasistem danprosedurkeuanganyangmemadai.Olehkarnanya
pemerintah desa harusmempunyaistrukturorganisasipengelolaan
keuangan,uraiantugas,baganalir,dankriteriayangmenjadiacuandalam
kegiatanpengelolaankeuangandesa.
SeluruhpendapatanDesaditerimadandisalurkanmelaluirekening
kasDesadanpenggunaannyaditetapkandalam APBDesa.Pencairan
danadalam rekeningkasDesaditandatanganiolehkepalaDesadan
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BendaharaDesa.SesuaiPERMENDAGRINomor113tahun2014pasal
20,24,38dan44,Pengelolaankeuangandesameliputi:
a.Perencanaan
b.Pelaksanaan
c.Penatausaan
d.Pelaporan
e.Pertanggungjawaban.
9.PelaporanAlokasiDanaDesa
PelaporandanPertanggungjawabanmerupakanhalyangutama
untukmenciptakansebuahakuntabilitaspengelolaanAlokasiDanaDesa
dalamhalsikluskeunagandesa.Sesuaipasal35Permendagri113Tahun
2014,Bendaharawajibmempertanggungjawabkanuangmelaluilaporan
pertanggungjawaban.Laporanprtanggungjawabaninidisampaikansetiap
bulankepadakepaladesapalinglambattanggal10bulanberikutnya.
Sebelumnya,bendaharadesamelakukantutupbukusetiapakhirbulan
secaratertib,meliputibukukasumum,bukubank,bukupajak,danrincian
pendapatan.Formatlaporan pertanggungjawaban bendahara tidak
tercantum dalam lampiranPermendagri113/2014.Berdasarkanbuku
yangdikelola,makaseharusnyalaporanpertanggungjawabanbendahara
menggambarkanarusuangmasukyangditerimadaripendapatandan
arusuangyangkeluaruntukbelanja,panjardanlain-lain.Arusuang
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tersebuttercatatdaribukukasumumdanbukubank(BPKP,2015).
Kepala desa menyampaikan laporan redalisasipelaksanaan
APBDesakepadabupati/walikotaberupa:
a.Laporansemesterpertama.
b.Laporansemesterakhirtahun.
c.LaporansemesterpertamaberupalaporanredalisasiAPBDesa.
Laporan realisasipelaksanaan APBDesa disampaikan paling
lambatpadaakhirbulanjulitahunberjalan.Laporansemesterakhirtahun
disampaikanpalinglambatpadaakhirbulanjanuaritahunberikutnya.
B.PenelitianTerdahulu
Beberapapenelitianyangdilakukansebelumnyaantaralain:
Tabel2.1PenelitianTedahulu
NO NAMA JUDUL HASILPENELITIAN
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tanggungjawabserta
pengawasandanpembinaan
diDesaKertayasaberjalan
denganbaiksudahsesuai
denganpedomanyang
berlaku,sedangkan
perbedaandanpersamaan
denganpenelitianterdahul
yaknipadastudikasusyang
adapunpersamaanyasama
samamembahasAlokasi
DanaDesa.
Dilanjutkan
lanjutan
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3 SriWahyuni 3.Penerapan
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Pengeloaan
AlokasiDana
DesaDalam
Pembangunan
Desa(Studi
kasusdesa
KutaBakti
Kecamatan
BabulBakmur
Kabupaten
Aceh
Tenggara)
Menunjukkanbahwadalam
pengelolaanalokasidana
desadalampembangunan
desadiDesaKutaBakti
SecaraKeseluruhanmulai
dariakuntabilitasdan
transparansi,sudahcukup
baik,akantetapimasih
memilikicukupbanyak
kelemahandankekurangan.
Haltersebutdibuktikan
dalampengelolaanalokasi
danadesa,pemerintahtelah
menerapkanprinsip
akuntabilitas,yaitudengan
melibatkanmasyarakat
dalamperencanaan
pengalokasiandanadesa
(musyawarahdesa),akan
tetapihanyasampai
perencanaansaja
selebihnyadijalankanoleh
pemerintahdesatanpa
melibatkanaparatdesa
dalammengeloladanadesa
tersebut.kemudian
penerapantransparansi
sesuaidenganpelaksanaan
ketigamekanismetersebut,
penerapantransparansi
dalampengelolaanalokasi
danadesadidesakutabakti
dikatakankurangbaik,hal
tersebutdikarnakan
kurangnyapemerintah
menerapkanprinsip
transparansiyaitudengan
tidaksepenuhnya
melibatkanmasyarakatdesa
kutabaktidalam
lanjutan
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pengelolaandanadesadan
kurangnyaketerbukaan
dalampengelolaandana
desatersebut.
4. Sherly
Gresita
Apriliani
4.Akuntabilitas
Pengelolaan
AlokasiDana
DesadiDesa
Kedungrejo
Kecamatan
Muncar
Kabupaten
Banyuwangi
Akuntabilitaspengelolaan
danadesadiDesa
KedungrejoKecamatan
MuncarKabupaten
BanyuwangiTahun2013
secarakeseluruhanmulai
dariprencanaan,
pelaksanaansampai
pelaporan
pertanggungjawabansudah
baik.Namunmasihperlu
adanyapeningkatan
pembinaansecara
berkelanjutandari
pemerintahdaerahguna
meningkatkankinerja
pemerintahdesadanuntuk
menyesuaikanperubahan
aturansetiaptahunya.
5. Sofie,Efendi
dan
Supatmoko
5.Implementasi
Penatausahaa
nPengelolaan
danPelaporan
AlokasiDana
Desa dalam
Proses
Pembangunan
DesaBimorejo
Kecamatan
wongsorejo
Kabupaten
Banyuwangi
Tahun2015
Penatausahaandalam
pengelolaankeuangandesa
didesaBimorejotelah
sesuaidenganprosedur
yangdilakukanbendahara
desadanditetapkanproses
pelaksanaankegiatan
hinggapelaporankegiatan
yangsudahdilakukan.
6. Siti Ainul
Widadkk
6.Akuntabilitas
Pengelolaan
Penelitianinimenunjukan
bahwapadatahap
Dilanjutkan
lanjutan
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AlokasiDana
Desa(ADD)di
Desa-Desa
Kecamatan
Rogojampi
Kabupaten
Banyuwangi
perencanaandan
pelaksanaantelahsesuai
proseduryangberlakudan
pengelolaanyatelahsecara
akuntabeldantransparan.
Untukpertanggungjawaban
masihbelumberjalan
denganbaikkarena
kurangnyatransparansi
kepadamasyarakat.
Sedangkanuntuktahap
pertanggungjawabanjuga
belumberjalandenganbaik
dikarenakansumberdaya
manusiatimpelaksana
dalammembuatlaporan
administrasiyangmasih
kurang,sehinggadiperlukan
adanyapembinaandan
pengawasanlebihdari
pemerintahdarerah.
7. AndiSitiSri
Hutami
7.Analisis
Pengelolaan
AlokasiDana
Desa(ADD)di
Desa
Abbatireng
Kecamatan
Gilireng
Kabupaten
Wajo
PengelolaanADDyang
dilakukanolehpemerintah
desaAbbatirengkecamatan
GilirengKabupatenWajo
telahmengikutiaturan
petunjukteknisyangtelah
diaturdalamperaturan
perundang-undangan.
Namundalamprosesnya
masihbelumoptimal.Halini
terlihatdariproses
pelaporandan
pertanggungjawabanyang
mengalamiketerlambatan.
Untukprosespelaporan
realisasipenggunaanADD
belumsesuaidenganjadwal
yangtelahditentukan
sehinggamenyebabkan
Dilanjutkan
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keterlambatanpencairan
danauntuktahapan
berikutnya.
8. Hasman
Husin
Sulumin
8.Pertanggung
jawaban
Penggunaan
AlokasiDana
Desa pada
Pemerintah
Desa di
Kabupaten
Donggala
Mekanismetanggungjawab
desakabupatendalam
menggunakanalokasidana
desadimulaidari
perencanaan,pelaksanaan,
pengawasandanberakhir
sebagaitanggungjawab
yangmenggunakannalokasi
danadesadikabupaten
donggalayangsecara
hukumtelahmemahami
pengaturanmengelola
keuangannegarayang
menjaditanggungjawabnya
9. Trifaldi
Brayen
Tinengke
dkk
9.Pengelolaan
Dana Desa
dalam
meningkatkan
pembangunan
fisik didesa
Arangka
Kecamatan
Gemeh
Kabupaten
Kepulauan
Talaud
Dalamprosespengelolaan
danadesaadaempattahap
yakniperencanaan,
pelaksanaan,pengawasan,
danpertanggungjawaban
dimanapadatahap
perencanaan,dikajidari
musrembangpartisipasi
masyarakatsangatrendah,
dikarenakankurangnya
transparansiinformasiyang
disampaikanolehperangkat
desaArangkakepada
masyarakatdesaArangka,
demikianpuladengan
tahapanpelaksanaanyang
masihkurangefektif,
dimanaterdapatketidak
konsistenandaripemerintah
desayangmelakukan
perubahanrencanasepihak
tanpamemberitahukan
lanjutan
Dilanjutkan
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kepadamasyarakat.
10.Muhammad
Ismaildkk
10.Sistem
Akuntansi
Pengelolaan
DanaDesa
Menunjukanbahwa
permasalahanutamayang
timbuladalahrendahnya
pengetahuandarikepala
desaterkaitpengelolaan
keuangandesaberdasarkan
PermendagriNo.133/2015.
Halituditambahlagidengan
belumadanyatenaga
pendampingdarikabupaten
Boyolaliuntukmembantu
pengelolaandanadesa.
11.DwiFebri
Arifiyanto
danTaufik
Kurrohman
11.Akuntabilitas
pengelolaan
alokasi dana
desadijember
Menunjukkanbahwa
perencanaan
pelaksanaankegiatan
alokasidanadesasudah
menunjukkan
bahwamanajemen
bertanggungjawabdan
transparan.Darisisi
akuntabilitas
baikdarisegifisikmaupun
administrasisudah
menunjukkan
implementasiyang
bertanggungjawabdan
transparan
12.Lucy
Audityadan
Husaini
Lismawati
12.Analisis
Pengaruh
Akuntabilitas
dan
Transparansi
Terhadap
Kinerja
Menunjukkanbahwa
akuntabilitasmanajemen
keuangandandampak
positifyangsignifikan
terhadapkinerjapemerintah
daerahProvinsiBengkulu.
Haliniberartiakuntabilitas
Dilanjutkan
L n
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Pemrintah
Daerah
yanglebihtinggidalam
pengelolaankeuanganakan
dapatmeningkatkankinerja
pemerintahdaerahProvinsi
Bengkulu.Demikianpula
transparansimanajemen
keuangan,dampakpositif
dansignifikanterhadap
kinerjapemerintahdaerah.
Dalamhalini,semakintinggi
tingkattransparansidalam
pengelolaankeuangan
kinerjapemerintahdaerah
jugaakanlebihbaik.Dengan
meningkatnyaakuntabilitas
dantransparansidalam
pengelolaankeuangan
semuaunityangada
diharapkandapat
meningkatkankinerja
pemerintahdaerahdalam
rangkamempromosikan
pembentukantata
pemerintahanyangbaik.
13.AbuRahum 13.Pengelolaan
AlokasiDana
Desa dalam
Pembangunan
FisikDesa
Diketahuibahwa
PengelolaanAlokasiDana
Desa(ADD)dalam
PembangunanFisikDesa
KrayanMakmursudah
terlaksanadenganbaikdan
berdasrkanproseduryang
ada,dansegalaprosesyang
adamulaidariperencanaan,
pelaksanaan,
penatausahaan,laporandan
pertanggungjawabanitu
sudahmelaluiproseduryang
dilakukanolehpemerintah
desadenganmasyarakat
adapunfaktorpendukung
Dilanjutkan
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dalamhalpengelolaan
AlokasiDanaDesa(ADD)ini
adalahmasyarakatikut
berpartisifasidalamsetiap
kegiatanyangadasehingga
jalannyaseluruhkegiatan
prosespembangunanini
dilakukandenganbaik.
14.Alwan Sri
Kustonodkk
14.Akuntabilitas
Pengelolaan
AlokasiDana
DesadiDesa
Ledokombo
Kecamatan
Ledokombo
Kabupaten
JemberTahun
2015
menunjukkanbahwatahap
perencanaan,pelaksanaan,
pelaporan,dan
pertanggungjawabansudah
dilaksanakandenganbaik
walaupunadabeberapa
proseduryangbelumatau
tidaktepatwaktudalam
pelaksaannyasepertiSurat
PertanggungJawaban
dibuatdandisampaikan
melebihibataswaktuyang
telahditetapkan
15.Nova
Sulastri
15.Efektivitas
pengelolaan
AlokasiDana
Desa (ADD)
Dalam
Meningkatkan
Pembangunan
Fisik Desa
Lakapodo
Kecamatan
Watopute
Kabupaten
Muna
Menunjukanbahwa
EfektifitasPengelolaan
AlokasiDanaDesadalam
meningkatkan
pembangunanfisikDiDesa
LakapodoKecamatan
WatoputeKabupatenMuna,
dimanaadatigatahapyakni
perencanaan,pelaksanaan
danpertanggungjawaban.
Berdasarkanhasilpenelitian,
tahapanperencanaan,dilihat
darimusrembangyang
diadakantimpelaksanaan
AlokasiDanaDesamasih
kurangefektif,dimana
dalamkegiatan
musrembangpartisipasi
Lanjutan
Dilanjutkan
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masyarakatmasihsangat
rendah,dikarenakan
kurangnyatransparansi
informasiyangdisampaikan
olehperangkatDesa
Lakapodokepada
masyarakat.Tahapan
pelaksanaanberdasarkan
hasilpenelitiankurang
efektif,dimanapenggunaan
anggaranAlokasiDanaDesa
dapatterselesaikandengan
baiknamundikarenakan
kurangnyatransparansi
informasiterkait
pelaksanaanperencanaan
kegiatanolehpemeintah
desakepadamasyarakat,
sehinggapencapaiantujuan
pengelolaanAlokasiDana
DesayangdilakukandiDesa
Lakapodomasihkurang
efektif.Padatahapan
pertanggungjawabandalam
prosesPengelolaanAlokasi
DanaDesamasihkurang
efektif,dimanapenyusunan
laporan
pertanggungjawabantidak
disususnolehpemerintah
DesaLakapodosertatidak
adanyaevaluasikegiatan
yangseharusnyadilakukan
bersamamasyakatDesa
Lakapodo.Halinikarena
prosesyangterciptadalam
setiaptahapanPengelolaan
AlokasiDanaDesatersebut
belumsesuaidenganprinsip
pengelolaandantujuan
Dilanjutkan
Lanjutan
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AlokasiDanaDesayang
mengutamakantransparansi
informasikepada
masyarakatsebagaitim
evaluasidarisetiapkegiatan
pembangunanyang
dilakukan.Sedangkanfaktor-
faktorpenghambatadalah
sumberdayamanusiayang
kurangdaritimpelaksana
pengelolaan,informasi,serta
kurangnyapartisipasi
masyarkat.
Daritabeldiatas,adapunpersamaandanperbedaandaripenelitian
terdahuludenganpenelitiansayasendiriadalahpersamaanyapenelitian
yangsama-samamembahastentangAlokasiDanaDesasedangkanuntuk
PerbedaanyapadastudykasusdanVariabelyangberbeda.
C.KerangkaPemikiran
Kerangkapemikiran“ImplementasiPenatausahaan,Transparansi,
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AkuntabilitasPelaporandanPengelolaanAlokasiDanaDesadalam
Proses Pembangunan Desa diDesa Kabunan Kecamatan Taman
KabupatenPemalang”.
Gambar2.1KerangkaBerfikir
Sesuaigambardiatasbahwakedudukandesatelahdiperjelas
dalamundang-undangNomor6Tahun2014tentangdesadanPeraturan
Dalam NegeriNomor113Tahun2014tentangpengelolaanKeuangan
DesayangkemudiandiperkuatolehPeraturanBupatiNomor38Tahun
2018tentangpedomanpengelolaankeuangandesa.
Implementasi(Penerapan)transparansidanakuntabilitasyang
Undang-undangNo.6Tahun2014
PeraturanPemerintahNo.113Tahun2014
PeraturanBupatiNomor38Tahun2018
Transparansi
ADD
Akuntabilitas
pengelolaan
ADD
Penatausahaa
nADD
PelaporanADD
Pertanggungjaw
abanADD
Pelaksanaan
ADD
Perencanaan
ADD
Implementasi
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tepat,jelas,dannyatasangatdiperlukan,sehingganpembangunandan
penyelenggaraanpemerintahdapatberjalansecarabaik,bersih,berguna
danbertanggungjawab.
TahappengelolaanAlokasiDanaDesadimulaidariPerencanaan,
Pelaksanaan,Penatausahaan,Pelaporan,danPertanggungjawaban.
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BABII
METODEPENELITIAN
A.JenisPenelitian
JenisDalam penelitianinimengunakanjenispenelitiankualitatif,
penelitiankualitatifseringdisebutmetodepenelitiannaturalistickarena
penelitianyadilakukanpadakondisiyangalamiah(naturalseting);disebut
jugasebagaimetodeetnographi,karenapadaawalnyametodeinilebih
banyakdigunakanpadabidangantropologibudaya;disebutjugasebagai
metodekualitatif,karenadatayangterkumpuldananalisanyalebih
bersifatkualitatif.
Penelitian kualitatif menjelaskan bahwa metode penelitian
kualitatifadalahmetodepenelitianyangberlandaskanpadafilsafat
postpositivisme,digunakanuntukmenelitipadakondisiobjekyang
alamiah,(sebagailawanyaadalaheksperimen)dimanapenelitiadalah
sebagaiinstrumenkunci,teknikpengumpulandatadilakukansecara
triangulasi(gabungan),danhasilpenelitiankualitatiflebihmenekan
maknadaripadageneralisasi(Sugiyono,2016).
B.ObjekdanSubjekPenelitian
ObjekdalampenelitianinidilakukandiDesaKabunanKecamatan
TamanKabupatenPemalangyangmerupakansalahsatudesayang
mendapatkandanadesaterbesardibandingkan19desalainyayang
52
beradadiKecamatanTamanKabupatenPemalang.
Adapunyangmenjadisubjekdalam penelitianiniadalahKepala
Desa,Sekretaris,Bendahara,dan Badan Pemberdayaan Masyarakat
PemerintahDesayaitupihakyangkompetendalam pengelolaanADD
dengan tujuan untuk mengetahui Implementasi penata usahaan
transparansiakuntabilitaspelaporandanpengelolaanalokasidanadesa
dalam pembangunan desa diDesa Kabunan Kecamatan Taman
KabupatenPemalang.
C.MetodePengumpulanData
Metode Pengumpulan data,peneliti menggunakan metode
pengumpulandatayangdapatmendukungdanmemperkuatanalisis
dalampembahasanhasilpenelitian.
MetodePengumpulandatayangdigunakandalampenelitianiniyaitu:
1.Observasi
Observasiyaituteknikataupendekatanuntukmendapatkandata
primerdengancaramengamatilangsungobjekdatanya,untukmenjaga
objektivitas.Pengamatan(observasi)yangdilakukankaliinibertempatdi
diDesa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang,untuk
mengamatisecaralangsungbagaimanapenerapanpengelolaanAlokasi
DanaDesa.penelitimelakukanpencatatanyangsistematispadaunsur-
unsuryangterlihatataudialamimengenaigejala-gejalayangmunculpada
objekpenelitian.
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2.Dokumentasi
Dokumentasiadalahmetodeyangdipakaiuntukmencaridata
mengenaihal-halatauvariabelyangberupacatatan,transkrip,buku,surat
kabar,agenda,danlainsebagainya.Dalam melengkapidata-datayang
diperoleh,penulismemerlukandata-datapenunjanglaindancatatan-
catatanyangberkaitandenganpenelitian,berupadokumen-dokumen,
laporan-laporan,surat-suratresmi,danjikadiperlukanfoto-fotojugayang
dapatmenunjang.
3.Wawancara
Wawancaradilakukanuntukmendapatkangambaranterkaitsubjek
penelitiansecaramendalam.Wawancaradilakukandengantanyajawab,
dengancarainimemungkinkanperolehandatalangsungdariObjek
penelitian.PadapenelitianiniwawancaraakandilakukankepadaKepala
Desa,Sekretaris,Bendahara,danBadanPemberdayaanMasyarakat
PemerintahDesayaitupihakyangkompetendalampengelolaanADD
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Gambar3.1MetodePengumpulanData
Metodepengumpulandatadiataspenelitimengunakanteknik
wawancarasecaramendalam dandokumentasisebagaisumberdata
yangsamasecaraserempak.Halinidapatdicapaidengancarasebagai
berikut:
1.Membandingkansumberdatamelaluidokumentasidengandatadan
hasilwawancara.
2.Membandingkanapayangdilakukanorangdidepanumumdenganapa
yangdikatakanpribadi.
3.Surveilokasimengenaisaranadanprasaranayangdibangundengan
Alokasidanadesa.
4.Menarikkesimpulandarihasilwawancarayangtelahdibuktikan
dengandokumentasi.
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D.MetodeAnalisisData
Dalampenelitiankualitatif,bagiananalisisdataterdiridariberbagai
komponen.Tetapiprosesanalisisdatasecarakeseluruhanmelibatkan
usahadalam memaknaidatayangberupateksataupungambar.Maka
dariitu,penelitimempersiapkan data tersebutuntuk menganalisis
melakukananalisis-analisisyangberbeda,memperdalam pemahaman
data,menyajikandata,danmembuatinterprestasimaknayanglebihluas
akandatatersebut.
Analisisdatayangdilakukandalam penelitianiniadalahdengan
caramengorganisasikandatayangdiperolehdarihasilwawancara,
catatanlapangan,dandokumentasi.Datayangterkumpulterdiridari
catatanlapangandankomentarpeneliti,gambar,foto,dokumen,berupa
laporandanlainlainkemudiandikategorikan,dijabarkankedalamunit-unit,
melakukansintesa,menyusunkedalampola,,memilihmanayangpenting
danyangakandipelajari,danmembuatkesimpulansehinggamudah
dipahamiolehdirisendiriataupunoranglain(Sugiyono,2016)
Beberapaanalisisdatasebagaiberikut:
1.Tahappengumpulandatamelaluiinstrumendaripengumpulandata.
2.Tahap editing,yaitu memeriksa kejelasan dan kelengkapan
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pengisianinstrumenpengumpulandata.
3.Tahappengkodean,yaituprosesidentifikasidanklasifikasidaritiap
pertanyaanyangterdapatdidalaminstrumenpengumpulandata.
Untukmempermudahpenyajiandata,penelitimelakukankoding
untukdatayangberasaldariwawancara,observasi,dandokumen.
Pengkodeanyangdilakukanselamapenelitianpadatabel3.1
sebagaiberikut:
Tabel3.1KodeDataPenelitian
NO Kategori Kode
1 MetodePengumpulanData
 Observasi
 Dokumentasi
 Wawancara
O
D
W
2 SumberData
 KepalaDesa
 SekertarisDesa
 BendaharaDesa
 BPM-Pemdes
KD
SD
BD
BPM
4.Tahapreduksidata,yaitudengancaramemilah,memusatkan,dan
menyederhanakandata.
5.Tahap pengujian data,yaitu mengujivalidasidan reabilitas
instrumenpengumpulandata.
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Keabsahandatadilakukandengantujuanuntukmenguji
kepercayaan terhadap hasildaripenelitian.Untuk menguji
keabsahandatayangdiperolehdalam penelitianinimengunakan
duametodeyaitu:
a.Triangulasi
Metode triangulasi adalah metode yang mengecek
keabsahandatadenganmemanfaatkansesuatuyanglain.Halitu
dapat dilakukan dengan cara membandingkan data hasil
pengamatandanjugahasilwawancaradariinformansatudengan
informanlainya,membandingkanpendapatsatuorangdengan
oranglainya,sertadenganpenyelarasanantaradatayangdiperoleh
dengankondisiyangsesungguhnyaada.
b.MemberCheck
Membercheck adalah proses pengecekan data yang
dilakukanolehpenelitikepadasubjekpenelitianataunarasumber.
Halinibertujuanuntukmengetahuiseberapajauhdatayang
diperolehsesuaidenganyangdisampaikanolehnarasumber.Selain
itu,tujuan member check adalah agar responden dapat
memberikaninformasibarulagiataurespondendanpembimbing
dapatmenyetujuikebenaranyasehinggahasilpenelitiandapatlebih
dipercaya.
Pelaksanaanmembercheckdilakukansetelahpengumpulan
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dataselesai,atausetelahmendapatsuatutemuanberkaitan
dengan permasalahan yang ingin dipecahkan.Dalam proses
membercheck,datayangdiperolehbaiksecaraprimermaupun
sekunderakandisesuaikandenganmatrikspengelolaanADDyang
mengacupadaPeraturanBupatiNo.8Tahun2018.
6.Tahappenyajiandata,denganmerangkaidatamenjadisuatu
kesatuanagardapatdirumuskankesimpulandenganmelakukan
tinjauanulangdilapangan,sertamendapatkanhasilyangvalid.
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BABVI
HASILPENELIANDANPEMBAHASAN
A.GambaranUmum
1.DeskripsiWilayahPenelitian
DesaKabunanmerupakansalahsatudesadiKecamatanTaman
KabupatenPemalang,ProvinsiJawaTengah.Desainimemilikiluas
wilayah574,7Ha,yangberbatasandenganwilayah:
a.SebelahutaraberbatasandenganDesaAsemDoyong
b.SebelahselatanberbatasandenganDesaBeji
c.SebelahtimurberbatasandenganDesaKedungbanjar
d.SebelahbaratberbatasandenganDesaWanarejanUtara
Desainiterbagimenjadi11dusun,21rukunwarga,67rukun
tetanggadan9jumlahanggotaBPD
2.KeadaanPenduduk
DatadariDesaKabunanmenyebutkanbahwapadatahun2019ini
pendudukDesaKabunanberjumlah12.969jiwa.Pendudukdenganjumlah
12.969jiwatersebutterdiridaribeberapausia,untuklebihjelasnyadapat
dilihatpadatabel4.1dibawahini
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Tabel4.1
DaftarPendudukDesaKabunanmenurutusia
No Usia Orang
1 0–6 880
2 7–12 822
3 13–18 827
4 19–24 819
5 25–55 4.897
6 56–79 3.874
7 80keatas 750
Total 12.969
Sumber:DataMonografiDesaKabunanSemesterITahun2019
Adapun keadaan pendudukDesaKabunan berdasarkan Mata
Pencahariandapatdilihatpadatabel4.2dibawahini
Tabel4.2
MataPencaharianPendudukDesaKabunan
No MataPencaharian Orang
1 Petani 1990
2 Nelayan 392
3 Pengusahasedang/besar 2
4 Pengrajin/industrikecil -
5 BuruhIndustri 1517
6 BuruhBangunan 460
7 BuruhPertambangan 10
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8 BuruhPerkebunan 90
9 Pedagang 217
10 Pengangkutan 22
11 PegawaiNegeriSipil 60
12 TNI/POLRI 35
13 Pensiunan/Purnawirawan 15
14 Peternak 15
Sumber:DataMonografiDesaKabunanSemesterITahun
2019
DanjumlahpendudukDesaKabunanberdasarkanPendidikandapat
dilihatpadatabel4.3
Tabel4.3
JumlahPendudukDesaKabunanberdasarkanPendidikan
No Pendidikan Orang
1 BelumSekolah 815
2 TidakTamatSekolahDasar 1.740
3 TamatSD/Sederajat 4.282
4 TamatSLTP/Sederajat 2.644
5 TamatSLTA/Sederajat 1.769
6 TamatAkademi/Sederajat 1.125
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7 TamatPerguruanTinggi/Sederajat 594
8 ButaHuruf 0
Sumber:DataMonografiDesaKabunanSemesterITahun
2019
Dilihatdaritabel4.3menunjukanbahwapendudukDesaKabunanmasih
banyakyangberpendidikanrendah.Asumsiiniditunjukanberdasarkan
masihbanyaknyapendudukyangtidaktamatSD,tidaktamatSLTPdan
sebagianbesarlainyahanyatamatSD.
3.VisidanMisiDesaKabunan
Berdasarkan Peraturan DesaKabunan Nomor2 Tahun 2019
TentangRencanaPembangunanJangkahMenengahDesa(RPJMDesa)
KabunanTahun2019-2025,makaseluruhrencanaprogramdankegiatan
pembangunanyangakandilakukanolehdesasecarabertahapdan
berkesinambunganharusdapatmenghantarkantercapainyaVisi–Misi
Desa.Visi–MisiDesaKabunandisampingmerupakanVisi-MisiCalon
KepalaDesaterpilih,jugadintegrasikandengankebutuhanbersama
masyarakatdesa dimana proses penyusunannya dilakukan secara
partisipatifmulaidaritingkatDusun/RWsampaitingkatDesa.AdapunVisi
DesaKabunanadalahsebagaiberikut:
a.Visi
TerwujudnyaMasyarakatDesaKabunanYangBerakhlakMulia,
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Sehat,Mandiri,MajudanSejahtera.
b.Misi
1).MengoptimalkankinerjaPerangkatDesasecaramaksimalsesuai
denganSusunanOrganisasidanTataKerja(SOTK)danTugas
PokokdanFungsi(TUPOKSI)PerangkatDesademiterciptanya
pelayananyangbaikterhadapmasyarakatDesaKabunan.
2).Menyelenggarakanpemerintahdesayangbersihdanbebasdari
korupsisertamelaksanakankegiatanpembagunandenganbaik,
jujur, transparan dan akuntabilitas sehingga dapat
dipertanggungjawabkan.
3).MelaksanakanKoordinasiantarmitrakerjadanlembagayangada
diDesaKabunan.
4).Meningkatkansumberdayamanusia(SDM)danmemanfaatkan
sumberdayaalam(SDA)yangadauntukmencapaikesejahteraan
masyarakatdiDesaKabunan.
5).MeningkatkanKwalitasKesehatanmasyarakatDesa.
6).Meningkatkankesejahteraanmasyarakatdesadenganmelibatkan
secaralangsungmasyarakatdalam pembangunandankegiatan
yangadadiDesaKabunan.
7).MeningkatkankapasitasKelembagaanyangadadiDesaKabunan.
4.TugasPerangkatDesa
Dalam melaksanakantugassebagaimanadimaksud,Pemerintah
DesaKabunanmelaksanakantugassesuaidenganUUNo.6Tahun2014
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sebagaibeirkut:
a.BadanPermusyawaratanDesa
Sebagai unsur penyelenggara pemerintah Desa dibentuk
berdasarkanusulanmasyarakatDesayangbersangkutan.BPDberfungsi
menetapkanPeraturanDesabersamaKepalaDesa,menmpungdan
menyalurkanaspirasimasyakat.BPDmenpunyaiTugas:
1.MembahasrancanganperaturanDesabersamaKepalaDesa
2.MelaksanakanpengawasanterhadappelaksanaanperaturanDesa
danPeraturanKepalaDesa
3.MengusulkanpenangkatandanpemberhentianKepalaDesa
4.MembentukpanitiapemeliharaanKepalaDesa
5.Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan, dan
menyalurkanaspirasimasyarakat
6.MemberipersetujuanpemberhentiansementaraperangkatDesa
7.MenyusuntatatertibBPD
b.KepalaDesa
1.Memimpin penyelenggaran pemerintahan Desa berdasarkan
kebijakanyangditetapkanbersamaBPD
2.MengajukanRancanganPeraturanDesa(PeraturanDesa)
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3.Menetpkan peraturan Desayang telah mendapatpersetujuan
bersamaBPD
4.MenyusundanmengajukanrancanganperaturanDesamengenai
APBDesuntukdibahasdanditetapkanbersamaBPD
5.MembinakehidupanmasyrakatDesa
6.MembinaPerekonomianDesa
7.MengkoordinasikanpembangunanDesasecaraPartisipatif
8.Mewakilidesanya didalam dan diluarpengadilan dan dapat
menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuaidengan
perundang-undangan
9.MelaksanakanwewenanglainsesuaidenganPeraturanPerundang-
undangan.
c.SekertarisDesa
1.Merampungkan,mengolah,merumuskandanmengevaluasidata
untuk kelancaran kegiatan penyelengaraan pemerintahan,
pembangunan,dankemasyakarakatan
2.Pelaksanaanurusansuratmenyurat,kearsiapandanpelaporan
3.Pelaksanaadministrasiumum
4.Pelaksana administrasi pemerintahan, pembangunan dan
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kemasyarakatan.
5.Menyusundanmengkoordinasikanprogram kerjapelaksanaan
tugassekretariat
6.Menyusundanmengkoordinasikankegiatanyangdilakukanoleh
perangkatdesa
7.Menyusunrencanakebutuhan,perlengkapandanperalatanserta
pelaksanaankeamanandankebersihankantor
8.Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa,
(peraturanDesa,PeraturanKepalaDesa,danKeputusanKepala
Desa)
9.Menyelenggarakantatausahakepegawaian(AparaturDesa)yang
meliputikesejahteraankerja,pengangkatandanpemberhentian
perangkatdesa
10.Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan
keuangansertapertanggungjawabanpelaksanaanya
11.Melakukanpelayananteknisadministrasikepadamasyarakat
12.MenyusunprogramtahunanDesa(RJPMDesa-RKPDes)
13.MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaDesadalam
halKepalaDesaberhalangan.
d.KepalaSeksiPemerintahan
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1.Menyusun rencana pelaksana kegiatan yang menjadi
tanggungjawabnya
2.MelaksanakegiatanataubersamalembagakemasyarakatanDesa
yangtelahditetapkandidalamAPBDesa
3.Melakukantindakanpengeluaranyangmenyebabkanatasbeban
anggaranbelanjakegiatan
4.Mengendalikanpelaksanaankegiatan
5.MelaporkanperkembanganpelaksanaankegiatankepadaKepala
Desa
6.Menyiapkandokumenanggaranatasbebanpengeluaranpelaksana
kegiatan
e.KepalaSeksiKesejahteraan
1.Mengumpulkandanmengevaluasidatadibidangkesejahteraan
rakyat
2.Melakukanpembinaandibidangkeagamaan,kesehatan,keluarga
berencana,posyandu,danpendidikanmasyarakat
3.Menyelenggarakaninventarisasipendudukyangtunakarya,tuna
wisma,tunasusila,parapenyandangcacatfisik,yatimpiatu,jompo,
pantiasuhan,danpencatatandalam rangkamemasyarakatkan
kembaliberkasnarapidana
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4.Memberikanpelayanankepadamasyarakatdibidangkesejahteraan
masyarakat(raskin,BLSM,dansebagainya)
5.Membantupenyaluranbantuanterhadapkorbanbencana
6.Membantudanmembinakegiatanpengumpulanzakat,infak,dan
sodakoh,dandanasosiallainya.
7.Membantuadministrasidibidangnikah,talak,cerai,rujuk,dan
kelahiransertapengurusanjenazahataukematian
8.Melaksanakanadministrasidesasesuaidenganbidangnya
9.Melaksanakan tugas dibidang pemberdayaan masyarakatdi
bidangnya
10.Membantutugas-tugasdibidangpemungutanpendapatandesa
danpemerintahsiatasnya(pajak,retribusi,danpendapatanlainya)
11.MenjalantugaslainyangdiberikanolehKepalaDesadanSekertaris
Desa
f.KepalaSeksiPelayanan
1.Melaksanakanpenyuluhandanmotivasiterhadappelaksanaanhak
dankewajibanmasyarakatdesa
2.Meningkatkanupayapartisipasimasyarakat
3.Melaksanakanpelestariannilaisosialbudayamasyarakatdesa
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4.Melaksanakanpelestariannilaikeagamaanmasyarakatdesa
5.Melaksanakankelestariannilaiketenagakerjaanmasyarakatdesa.
g.KepalaUrusanTataUsahadanUmum
1.Membantu Kepala Desa dibidang teknis dan administratif
pembinaankehidupanmasyarakatdesa
2.Melaksanakanurusansuratmenyuratsertapelayananumum
3.Memeliharadanmelestarikanaset-asetpemerintah
4.Melaksanakanurusankeangandanpelaporan
5.Membinadanmelayaniadministrasikependudukan
6.Membinadanmelayaniperizinan
7.Pelaksanakegiatanbidangpembinaankehidupanmasyarakatdesa
8.Pelaksanainventarisasi,pembinaandanpelestariankebudayaan
yangberlakudidesa
9.Pelaksanakegiatanperencanaandibidangkemasyarakatandan
sosialbudayadesa
h.KepalaUrusanKeuangan(BendaharaDesa)
1.Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa
dalamrangkapelaksanaanAPBD
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2.Membuatlaporanpertanggungjawabanataspenerimaandanuang
yang menjadi tanggungjawabnya melalui laporan
pertanggungjawaban
3.Menerima,menyimpan,menatausahakan,danmembukukanuang
atausuratberhargadalampengelolaanya
4.Melakukanpengujiandanpembayaranberdasarkanperintah
5.Menolakperintahpembayaranapabilatidakmemenuhipersyaratan
untukdibayarkan
6.Melakukanpemotonganataupemungutanpenerimaannegaradari
pembayaranyangdilakukanya
7.Menyetorkanpemotonganataupemungutankewajibankasnegara
8.Mengelolarekeningtempatpenyimpanan
9.Menyusunprogramkerjapelaksanaantugasdanperencanaandesa
10.Mengumpulkandanmenyiapkanbahanpenyusunanprogram dan
perencanaandesa
11.Menyusundanmenyiapkanbahanuntukanalisisdanevaluasi
penyusunanlaporanpelaksanaanprogramdanperencanaan
12.Mengumpulkan dan menyiapkan penyusunan program kerja
pelaksanaantugaskerjabersama
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13.MelaksanakantugaslainyangtelahdiberikanolehKepalaDesa
sesuaidengantugasdanfungsinya
14.Menyampikanlaporanpertanggungjawaban(LPJ)kepadaKepala
Desa
i.KepalaUrusanPerencanaan
1.Melakukantindakanyangmengakibatkanpengeluaranatasbeban
anggaranbelanjasesuaibidangtugasnya
2.Melaksanakananggarankegiatansesuaibidangtugasnya
3.Mengendalikankegiatansesuaibidangtugasnya
4.Menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA
(DokumenPerubahanPelaksanaAnggaran),danDPAL(Dokumen
PelaksanaanAnggaranLanjutan)sesuaibidangtugasnya
5.Menandatanganiperjanjian kerjasama dengan penyedia atas
pengadaanbarangataujasauntukkegiatanyangberadadalam
bidangtugasnya
6.Menyusunlaporanpelaksanaankegiatansesuaibidangtugasnya
untukpertanggngjawabanpelaksanaanAnggaranpendapatandan
belanjaDesa(APBDes).
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j.KepalaDusun
1.MembantuKepalaDesadalam tugaspelayanan,pemberdayaan,
danpenyelenggaraanadministrasiumumdankeuangandesa
2.Merampungkan,mengolah,merumuskandanmengevaluasidata
yangterkaitdenganpenyelenggaraanadministrasiumum dan
keuangandesa
3.Melaksanakantertibadministrasiumumdankeuangan
4.Malaksanakanurusanperlengkapandaninventarisdesa
5.MelaksanakanurusanrumahtanggaDesa
6.Melaksanakanpenataanrapatdanupacara
7.Malaksanakanpenataanarsip
8.Mengumpulkandanmenyusunbahanlaporanpemerintahdesa
9.MelaksanakantugaslainyangdiberikanolehKepalaDesa
MenjalankantugaslainyangdiberikanolehKepalaDesadanSekertaris
desa
5.StrukturOrganisasiDesaKabunan
MenurutUUNo.6Tahun2014TentangDesa,dalammenjalankan
pemerintahandesa,terdapattugaspemerintahanyangharusdilakukan
olehsetiapdesa.Tugassetiapdesaadalahsebagaiberikut:
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a.MemimpinpenyelenggaraanPemerintahDesaberdasarkankegiatan
yangditetapkanbersamaBPD(BadanPermusyawaranDesa)
b.MengajukanRencanaPeraturanDesa
c.MenetapkanPeraturanDesa
d.MengajukanRencanaAPBDes
e.MembinaKehidupanMasyarakatDesa
f.MembinaPerekonomianDesa
g.Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara Partisipatifdan
SwadayaMasyarakat
h.MeningkatkanKesejahteraanRakyat
i.KetentramandanKetertiban
j.MenjalinHubunganKerjasamadenganMitraPemerintahDesa
k.PengembanganPendapatanDesadanSebagainya
Dalam menjalankan Pemerintahan Desa,terdapatpembagian
wewenang dari masing-masing perangkat desa sebagai bentuk
perwujudankemandirianDesa.Pembagianwewenangdalammenjalankan
pemerintah desa sangatdiperlukan agarpemerintah desa dapat
terselenggaradenganbaiksesuaidenganUndang-Undangyangtelah
ditentukan.Pembagianwewenangdarimasing-masingperangkatdesa
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diwujudkandenganadanyastrukturorganisasidaritiap-tiapdesa.
AdapunbaganstrukturorganisasiDesaKabunandapatdilihatpada
gambar4.1strukturorganisasidesakabunan
Gambar4.1
StrukturOrganisasiDesaKabunan
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Jenis penelitian inimerupakan penelitian deskriptifdengan
pendekatankualitatifyangdilakukandiDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang.Datayangdigunakandalam penelitianiniadalah
dataprimerdandatasekunder.Dataprimerdiperolehdariobservasidan
wawancaradenganpihak-pihakterkaitberupadatayangbersangkutan
dengan penatausahaan,transparansi,akuntabilitas,pelaporan dan
pengelolaan alokasidana desa.Sedangkan data sekunderberupa
dokumentasiberupacatatan,transkrip,buku,suratkabar,agenda,laporan-
laporan,surat-suratresmi,nota-notayangadadidesa.
C.Pembahasan
ImplementasiPenatausahaan,Transparansi,Akuntabilitas,Pelaporandan
PengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang.
AlokasiDanaDesaatauADDberdasarkanPPNo34Tahun2014
adalahdanaperimbanganyangditerimakabupaten/kotadalamAnggaran
PendapatandanBelanjaDaerah(APBD)kabupaten/kotasetelahdikurangi
DanaAlokasiKhusus(DAK).AlokasidanadesaberasaldariAPBD
kabupaten/kotayangbersumberdaribagiandanaperimbangankeuangan
pusatdandaerahyangditerimaolehkabupaten/kotaminimal10%.
AlokasiDanaDesaterlebihdahuluditentukan,besaranAlokasi
DanaDesayangakanditerimaolehmasing-masingdesaakanberbeda
berdasarkanpadageografisdesa,jumlahpenduduk,sertajumlahangka
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kematian.Dalam PeraturanBupatiNomor38Tahun2018Tentang
PedomanPengelolaanKeuanganDesaPembagianAlokasiDanaDesadi
KecamatanTamandapatdilihatpadatabel4.4
Tabel4.4
PembagianAlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecamatan
TamanKabupatenPemalang
No Desa AlokasiDanaDesa
1 Banjardawa Rp.523.895.000
2 Cibelok Rp.654.254.000
3 Sitemu Rp.558.567.000
4 JebedSelatan Rp.604.315.000
5 Kejambon Rp.529.717.000
6 Pener Rp.640.543.000
7 Penggarit Rp.648.128.000
8 Kedungbanjar Rp.643.028.000
9 Taman Rp.775.240.000
10 Gondang Rp.574.213.000
11 Jrakah Rp.603.783.000
12 Pedurungan Rp.747.858.000
13 Kaligelang Rp.676.428.000
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14 Banjaran Rp.678.920.000
15 WanarejanUtara Rp.651.777.000
16 Sokawangi Rp.639.006.000
17 Kabunan Rp.874.640.000
18 JebedUtara Rp.644.249.000
19 Asemdoyong Rp.770.160.000
Jumlah Rp.12.438.175.000
Sumber:KecamatanTamanKabupatenPemalang
1.ImplementasiPenatausahaanAlokasiDanaDesadiDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalang
Implementasipenatausahaanmerupakanbagiandariprosedur
pengeluaran maupun penerimaan desa darirekening desa yang
merupakankewajibandesadalam1tahunanggaranyangtelahditetapkan
pemerintah desa. Implementasi penatausahaan pengelolaan dan
pelaporanAlokasiDanaDesaadalahseluruhkegiatanyangmeliputi
penatausahaan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan
pertanggungjawabankeuangandesa.
Penatausahaan keuangan desa merupakan seluruh kegiatan
keuangandesayangdilakukanolehpemerintahanyaituKepalaUrusan
Keuangan Desa yang meliputi penatausahaan penerimaan dan
penatausahaan pengeluaran serta pelaporan pertanggungjawabanya
kepadapihakyangbersangkutan.Dalam pengelolaankeuangandesa
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pemegangjabatantertinggiadalahKepalaDesakarenaKepalaDesa
sebagaikepala ditingkatpemerintahan desa.Kepala Desa dalam
pelaksanaanyadibantuolehPelaksanaTeknisPengelolaanKeuangan
Desa(PTPKD)yangmerupakanperangkatdesayangdipiliholehkepala
desa.Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yaitu unsur
perangkatdesayangmembantuKepalaDesadalam melaksanakan
pengelolaankeuangandesa.KepalaUrusanKeuanganDesamemiliki
tugas menerima, menyimpan, menyetorkan atau membayar,
menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan
pendapatan desadan pengeluaran pendapatan desadalam rangka
pelaksanaanAPBDesa.
KepalaUrusanKeuangandesawajibmelaksanakanpencatatan
setiappengeluaransertapenerimaankemudianmelakukantutupbukudi
setiapakhirbulansecaratertibdanteraturdanwajibbertanggungjawab
atas pengelolaan administrasi keuangan desa melalui laporan
pertanggungjawaban.Laporanpertanggungjawabandisampaikansetiap
satubulankepadaKepalaDesapalinglambattanggal10bulanberikutnya,
kemudian laporan bulanan yang disampaikan oleh Kepala Urusan
KeuanganDesadibuatrekapitulasisetiap3bulansekalisebagaibahan
untukpenyusunanlaporansementaradanlaporanakhirtahun.
BerdasarkanperaturanBupatiPemalangNomor38Tahun2018
TentangPedomanPengelolaanKeuanganDesapadapasal8tentang
kekuasaanpengelolaankeuangandesaKepalaUrusanKeuanganDesa
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melakukanPenatausahaanterhadapseluruhpenerimaandanpengeluaran
sertamelakukantutupbukudisetiapakhirbulansecaratertibdanteratur.
SesuaidenganhasilwawancarayangdilakukandenganKepalaDesa
KabunanMenyatakanBahwa:
“KepalaUrusanKeuangansetiap bulanmelaporkankondisi
keuangandesa”(Hasilwawancara,3juni2020).
Darihasilwawancarasertaberdasakanperaturanbupatinomor38
Tahun2018makadapatdilihattahapanpenatausahaansebagaiberikut:
Gambar4.2
AlurPenatausahaanKeuanganDesayangdilakukan
KepalaUrusanKeuanganDesa
SedangkanprosesPenatausahaanKeuanganDesaKabunandapat
dilihatpadatabel4.5
Tabel4.5
Penatausahaan
Penerimaan
Penatausahaan
Pengeluaran
Pertanggung
jawaban
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PenatausahaanKeuanganDesaKabunanyangdilakukanKepalaUrusan
Keuangan
No Langkah Pelaksana Penjabaran
1. PenatausahaanPenerimaan KAURKeuangan Pelaksanaan
pencatatan
penerimaan
keuangansudah
dilaksanakan
denganbaik
2. PenatausahaanPengeluaran KAURKeuangan Pelaksanaan
pencatatan
pengeluaran
keuangansudah
dilaksanakan
denganbaik
3. Penatausahaan
Pertanggungjawaban
KepalaDesa
KAURKeuangan
Pelaksanaan
pelaporan
keuangandesa
dilakukansetiap
bulankepada
KepalaDesa
Sumber:PerangkatDesaKabunan
Tidakhanyapenatausahaanyangdiatur,KepalaUrusanKeuangan
Desa juga wajib melakukan pencatatan seluruh transaksiberupa
penerimaandanpengeluaransecarasistematisatastransaksi-transaksi
keuanganyangterjadi.Berkaitandenganpernyataandiatas,dilakukan
wawancaraditempatyangberbedadenganKepalaUrusanKeuanganDesa
KabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang,BapakAgusBudianto
berbicara:
“Untuk melaksanakan operasionalkegiatan terkaitprogram-
program desa,padasaatpengeluarankasharusdisimpanbukti-bukti
transaksi,kemudiankasmasukdankaskeluardicatatdidalambukukas
umum,bukukaspembantupajakdanbukubankselanjutnyamelakukan
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penutupandisetiapbulanyaatasbukukasumum,bukukaspembantu
pajakdanbukubank,sebagaibenuklaporanpertanggungjawabankepada
KepalaDesa”
Kemudiandilakukanwawancarakembaliditempatyangsama
denganKepalaUrusanKeuanganDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang,untukmengetahuibagaimanakendalayangdialami
pada saatpelaksanaan penatausahaan keuangan desa.Demikian
dijelaskanolehBapakAgusBudiantoSelakuKepalaUrusanKeuangan
bahwa:
“Kendalayangseringterjadibiasanayapadaketetapanwaktu
dalammenyusunlaporanseringkalitidaksesuaidenganketentuanyang
sudahditentukan,halinidisebabkankarenaSumberDayaManusiayang
diberitugasdalam bidangnyamempunyaikelehamandankelebihan
masing-masing”
Darihasilwawancaradiatas,ketikamelaksanakanpenatausahaan
yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman
Kabupaten Pemalang dalam haliniPelaksana Tugas Pengelolaan
KeuanganDesasudahdilaksanakansesuaiperaturanyangditetapkan
PemerintahKabupatenPemalangyakniPeraturanBupatiNomor38Tahun
2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Dengan
terlaksananyapenatausahaanyangdilakukanKepalaUrusanKeuangan
desameliputiBukukasumum,BukukaspembantupajakdanBukubank
sangatmembantuBadanPermusyaratanDesadanmasyarakatuntuk
mengetahuiapakahadaatautidaksuatupenyelewengandaridanayang
sangatbesardikelolapemerintahdesa.
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2.TransparansiPengelolaan AlokasiDana Desa diDesa Kabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalang
Padapasal4ayat7peraturanKEMENDAGRINo.113tahun2014,
tentangpedomanpengelolaankeuangandaerah,dikatakantransparansi
adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakatuntuk
mengetahuidan mendapatkan akses info seluas-luasnya tentang
keuangandaerah.Transparansiartinyapemerintahdalam menjalankan
rodapemerintahanharusmengungkapkanhal-halyangsifatnyamaterial
secaraberkalakepadapihak-pihakyangmemilikikepentingandengan
prinsipketerbukaansehinggamasyarakatmengetahuidanmendapatkan
aksesinformasitentangkeuangandesatersebut.
Prinsip transparansidapatdiukurdengan beberapa indicator
sebagaiberikut:
a.Mekanismeyangmenjaminsistem keterbukaandanstandarisasi
darisemuaproses-prosespelayananpublic.
b.Mekanisme yang menfasilitasipertanyaan-pertanyaan public
tentangberbagaikebijakandanpelayananpublic,maupunproses-
prosesdidalamsectorpublic.
c.Mekanismeyangmenfasilitasipelaporanmaupunpembayaran
informasimaupunpenyimpangantindakanaparatpublicdidalam
kegiatanmelayani.
Tingkattransparansidalam implementasipengelolaanAlokasi
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DanaDesa(ADD)diDesaKabunanKecamatanTamanKabupaten
Pemalangdimulaidarimekanismesistemketerbukaan,mekanismedalam
menfasilitasipertanyaan-pertanyaan masyarakatkepada pemerimtah
desa,sertamekanismedalampelaporanmaupunadanyapenyimpangan
aparatpemerintahdesa.
Darihasilwawancarayangtelahdilakukandenganaparatdesa
yaitu,KepalaDesa,Sekretaris,sertaKepalaUrusanKeuanganDesa
menunjukanbahwatidaksemuahalpemerintahdesaharustransparan
kepadamasyarakat,penerapanstandarisasitransparansisudahdilakukan
dengan baik,serta sesuaiarahan pemerintah,kemudian dalam
mekanismemendengarkeluhandanpertanyaanmasyarakat,pemerintah
desamengajakmasyarakatmelaluimusyawarahdesadalamperencanaan
alokasidanadesadalampembangunandesa,dandalampelapornsendiri
pemerintahdesamelaporkansemuakegiatankepusatsesuaidengan
peraturandanberdasarkanUndang-Undang.
HalinisesuaihasilwawancarayangdilakukandenganKepalaDesa
BapakKusnantoyangmengtakanbahwa
“Didesakabunansendirimenerapkanprinsiptransparansi,namun
transparansididesakabunansendiripadaprinsipnyatidakmungkindalam
semuahalharustransparankepadamasyarakat.Dalamhalperencanaan
pembangunanataupundalammusyawarahdesakitasampaikaninformasi,
seperti perencanaan pembangunan dan sebagainya, dari ketiga
mekanisme tersebutkita upayakan sebaik mungkin supaya tidak
menimbulkan kecurigaan masyarakatkepada aparatdesa,namun
memangsemuaadabatasanya.Kitamenepkanprinsiptransparansi
laporankeuanganseseuaiperaturan,karenatransparansidisinihanya
pihakinseptoratdansayasajayangbolehtau”(hasilwawancara03juni
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2020)
Kemudianuntukpenerapantransparansiyangdilakukanaparat
desakepadamasyarakatsudahcukupbaik,halinisenadadenganhasil
wawancaradenganinformansaudaraBapakSlametmengatakanbahwa
“apa yang dilakukan aparat desa mengenai transparansi
pengelolaanADDsayarasacukupbaik,masyarakatdilibatkandalam
tahapperencanaan,kitajugatahuberapajumlahdanayangmasukdan
jumlahdanayangkeluarkarenadibalaidesamaupundititik-titiktertentu
dipasangpapaninformasimengenaiberapabanyakdanayangkeluardan
berapatotaldanayangmasukdidesakita,pemerintahdesajuga
melibatkankamidalamsetiapmusyawarahyangdilakukandidesa”(hasil
wawancara04juni2020)
Hasilwawancaratersebutjugasenadadenganhasilwawancara
BapakBudimanyangmenyatakan:
“Penerapantransparansitersebutbagisayapribadipemerintah
desasudahmelakukanperantersebutdanmengeloladanatersebut
denganbaiksesuaiaturanpemerintah,apalagiakanmenjadilebihbaikjika
pemerintahdesamenerapkanke3mekanismetersebutdenganbaik.
Supayamasyarakatpercayadantidakadakecurigaanterhadapaparat
desa”(hasilwawancara04juni2020).
HasiltersebutdibenarkanolehBapaksekertarisDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalangBapakSodikinyangmengatakan
:
“kita libatkan masyarakat dalam evaluasi setelah rapat
perencanaan,namuntidaksemuamasyarakatdilibatkanhanyaperangkat
RT dan RW sebagaipewakilan masyarakat,sedangkan informasi
pendapatandanpengeluaranpengelolaanalokasidanadesadiDesa
Kabunanmemangkitasampaikanmelaluipapaninformasidibalaidesa
dantitik-titktertentudidesa”(03juni2020).
HalserupajugadikatakanolehBapakKepalaUrusanKeuangan
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DesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalangBapakAgus
Budiantoyangmengatakanbahwa:
“transparansiyangadadiDesaKabunansendirimemangkami
batasikepadamasyarakat,tetapitetapmenerapkanprinsipketerbukaan,
namuntidaksepenuhnyatransparansepertipengeluarandanpemasukan
secararinci,karenadikhawatirkanmembuatkesalahpahamanterhadap
perangkatdesa”
Berdasarkanke3mekanismeyangsudahdilakukanwawancara
terkaitimplementasitransparansipengelolaanalokasidanadesa,dapat
disimpulkanbahwa:
1.)Mekanismeyangmenjaminsistem keterbukaandanstandarisasi
darisemuaproses-prosespelayanpublik:dalamhalinipemerintah
DesaKabunanmemangsudahmenerapkanketerbukaankepada
masyarakatdalam pengelolaanalokasidanadesatetapitidak
sepenuhnyaterbuka,dalam halinijugapemerintahmempunyai
alesan sendiri,namun demikian masyarakatmengaharapkan
adanyaketerlibatanmasyarakdaninformasimengenaialokasi
danadesasupayatidaktimbulkecurigaankepadaaparatdesa.
2.)Mekanisme yang memfasilitasipertanyaan-pertanyaan publik
tentangberbagaikebijakandanpelayananpublik,maupunproses
didalam sektorpublik:dalam halinipemerintahdesamelibatkan
masyarakat dalam musyawarah desa,masyarakat berharap
kedepanya selalu dilibatkan dalam halmusyawarah ataupun
pemerintahmenjawabpertanyaan-pertanyaandanmasukandari
masyarakat
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3.)Mekanismeyangmemfasilitasipelaporanmaupunpenyebaran
informasimaupunpenyimpangantindakanaparatpublikdidalam
kegiatanmelayani:dalam halinipemerintahdesamelibatkan
elemen masyarakatdalam setiap proses perencanaan dan
pembangunan desa serta pemberitahuan informasimengenai
pendapatan dan pengeluaran desa,dengan demikian dapat
meningkatkankepercayaanmasyarakatkepadapemerintahdesa.
3.Akuntabilias Pengelolaan AlokasiDana Desa diDesa Kabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalang
Akuntabilitassistempengelolaanalokasidanadesayangdimaksud
sebagaiupayauntukmewujudkantatakelolapemerintahanyangbaik
(goodgovernance),bahwaprinsipataukaidah-kaidahgoodgovernance
adalah partisipasi,transparansidan kebertanggungjawaban dalam
pelaksanaanpemerintahandanpembangunan.
Tingkatakuntabilitasdalam implementasipengelolaanalokasi
dana desa dimulai dari transparan,akuntabel dan partisapatif.
Sebagaimanaketentuandalam PeraturanBupatiPemalangNomor81
Tahun2019TentangPedomanPelaksanaanAlokasiDanaDesayeng
berpedomanpadaprinsip-prinsipsebagaiberikut:
a.transparan,semuaketentuandaninformasimengenaipengelolaan
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ADDbersifatjelasdandapatdiketahuisecaralotasolehmasyarakat
b.akuntabel,pengelolaanADDharussesuaidenganaturandanketentuan
sehinggadapatdipertanggungjawabkan
c.partisipatif,masyarakatdapatikutberperanserta/berpartisipasidalam
perencanaandanpelaksanaankegiatanADD.
UntuktingkatakuntabilitaspengelolaanalokasidanadesadiDesa
KabunanKecamatanTamanKabupatenPemalangdapatdikatakancukup
baik,walaupundemikianmasihjauhdariharapanmasyarakat,halini
senadadenganhasilwawancaradenganinformanBapakSlametyang
menyatakan:
“dapatdikatakandalam pengelolaanalokasidanadesadiDesa
Kabunansendiriuntuktingkatakuntablitascukupbaik,namunmasihjauh
dariharapankamisebagaimasyarakat.Haltersebutdapatdilihatketika
tahapperencanaandenganpembangunanyangtelahdimusyawarhakan
masihbelum semuanyasesuai,pertanggungjawabanpemerintahdesa
mengenaitotaldanayangdihabiskandalam pembangunandesayang
berasaldaridanadesajugatidakkamiketahui”(hasilwawancara04juni
2020)
Sedangkanhalsenadajugadisampaikanolehinformanlainyayaitu
Budimanyangmenyatakanbahwa:
“sayarasatingkatakuntabilitasdalam pengelolaanalokasidana
desadiDesaKabunandirasacukupbaik,walaupunmemangmasih
banyakketerbatasanmasyarakatdalam mendapatkaninformasi
perihalpengelolaanalokasidanadesa”(hasilwawancara04juni
2020)
Namunadajugamasyarakatyangkurangpedulimengenaitingkat
akuntabilitaspengelolaanalokasidanadesadiDesakabunan,sesuia
dengan hasilwawancara dengan informan Bapak Ahmad yang
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menyatakan:
“saya pribadi tidak terlalu mempermasalahkan bagaimana
akuntabilitaspengelolaanalokasidanadesadiDesaKabunansendiri,
asalkanpembangunanberjalandenganbaik.Karenamemangsemua
pemimpinmempunyaikekeurangandankelebihanmasing-masing”(hasil
wawancara04juni2020)
Memang masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui,
penerapan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif dalam
pelaksanaanya yang masih jauh dariharapan masyarkatsehingga
masyarakatterkadang menaruh kecurigaan dan menurunya tingkat
kepercayaanmasyarakatkepadapemerintahdesa.
SedangkanberdasarkanhasilwawancaradenganKepalaDesa,
SekertarisDesadanKepalaUrusanKeuanganDesaKabunankecamatan
TamanKabupatenpemalangsendiriberasumsibahwaketikamasyarakat
terlaludilibatkandalampelaksanaandanpengelolaanterkaitalokasidana
desaakanmenimbulkanmasyarakatmenjaditidakpercayaataumuncul
kecurigaanataupunhallainya.Haldiataslahyangmelandasipemerintah
desa tidak begitu bersikap transparan,partisipatif,ataupun dalam
pelaksanaanpertanggungjawabanmasihjauhdariharapanmasyarakat,
walaupundemikianpemerintahdesaselaluberusahauntuksemaksimal
mungkinmelaksanakantugasnyadenganbaik.
Berdasarkan hasilwawancara yang telah dilakukan terkait
akuntabilitaspengelolaanalokasidanadesadiDesaKabunanKecamatan
TamanKabupatenPemalangdenganinipenelitimenyimpulkanbahwa:
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1)Transparan:pemerintahdesamemangmembatasimasyarakatperihal
informasipengelolaanalokasidanadesa,halinidilandasikarena
pemerintah tidak menginginkan nantinya timbul kecurigaan
masyarakatkepadaaparatdesaapabiamasyarakatterlalubanyak
mengetahui.
2)Akuntabel:memangmasihbanyakmasyarakatyangmenganggap
pemerintahdesabelum melaksanakantujuanataupunperencanaan
yangsesuai,walaupundemikianbisadikatakanpemerintahdesa
sudahcukupbertanggungjawabdalampelaksanaanpembangunan,hal
inidibuktikandalam pembangunanjalandanpembangunanlainya
sedangkan untuk pencapainya pemerintah selalu berusaha
semaksimalmungkin.
3)Partsipatif:masyarakatmemangdilibatkanketikatahapperencanaan,
keterlibatanmasyarakatmelauliforummusyawarahtingkatdesa.
4.PengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalang
SesuaiPeraturan Dalam NegeriNomor 113 Tahun 2014
PengelolaankeuangandiDesaKabunanKecamatanTamanKabupaten
Pemalangmeliputi:
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a.Perencanaan
b.Pelaksanaan
c.Penatausahaan
d.Pelaporan
e.Pertanggungjawaban
a.PerencanaanAlokasiDanaDesa
AlokasiDana Desa adalah salah satu pendapatan desa yang
penggunaanyaterintegrasidenganAnggaranPendapatandanBelanja
Desa,olehkarenaituprogram perencanaandankegiatanyadisusun
melaluiMusyawarhPerencanaanDesa(Musrenbangdes).Musrenbangdes
adalahforum musyawarahyangmembahasusulan-usulanperencanaan
atau program pembangunan desa yang berdasarkan pada prinsip
PerencanaanPembangunnMasyarakatDesa.
Adapunmekanismeperencanaanalokasidanadesadijabarkansebagai
berikut:
1.Kepala Desa selaku penanggungjawab alokasidana desa
mengadakan musyawarah desa untuk membahas rencana
penggunaanalokasidanadesa
2.Musyawarahdesadihadiriolehunsurpemerintahandesa,Badan
PermusyawaratanDesa(BPD),lembagakemasyarakatandesa,
tokohmasyarakatdesadandiwajibkandihadiriolehTimFasilitasi
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Kecamatan.
3.Timpelaksanadesamenyampaikanrancanganpenggunaanalokasi
dana desa secara keseluruhan kepada peserta musyawarah.
Rancanganpenggunaanalokasidanadesadidasarkanpadaskala
prioritashasilmusrengbangdessebelumnya
4.Rancanganpenggunaanalokasidanadesayangdisepakatidalam
musyawarah desa,diteruskan kedalam rencanapenggunaan
alokasidanadesayangmerupakansalahsatubahanpenyusunan
APBDes.
PerencanaanpengelolaanAlokasiDanaDesadiDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalangdilaksanakandenganmelibatkan
masyarakatdanpemerintahdesa,halinisesuaidenganhasilwawancara
yangtelahdilakukandenganKepalaDesaKabunanKecamatanTaman
KabupatenPemalangBapakKusnantopadatanggal03juni2020yang
mengatakan:
“dalam merencanakanpengelolaanalokasidanadesakitalibatkan
masyarakat,halinimemudahkankinerjapemerintahdesa,masyarakat
juga dapatmemberikan aspirasnya secara langsung mengenai
pengelolaanalokasidanadesauntukpembangunandesa”
Pernyataantersebutjugadibenarkanolehperangkatdesalainya,
haliniberdasarkanwawancaradenganSekertarisDesaBapakSodikin
padatanggal03juni2020yangmengatakan:
“dalamtahapperencanaanpengelolaanalokasidanadesamemang
masyarakatdilibatkan,aspirasimerekajugakitatampunghalinidilakukan
agarterjadinyamusyawarahdanmufakatbersamamengenaipengelolaan
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alokasidanadesa”
HalinijugasenadadenganpernyataanKepalaUrusanKeuangan
BapakAgusBudianto,padahasilwawancaratanggal03juni2020yang
menyatakanbahwa:
“dalam tahap perencanaan memang masyarakat dilibatkan,
masyarakatjugaberharappendapatataupunusulanyangmerekaserukan
dapatdirealisasikanolehpemerintahdesa”
Darihasilwawancarayangtelahdilakukandapatdisimpulkan
bahwa pengelolaan alokasidana desa dalam tahap perencanaan
pemerintahmelibatkanmasyarakatDesaKabunan,halinidilaksanakan
dalammusyawarahdenganperangkatdesadantokohmasyarakatlainya,
masyarakatjugaberharapusulanataupendapatmasyarakatdapatdi
dengardandirealisasikan.
b.PelaksanaanAlokasiDanaDesa
Dalam pelaksanaan progam alokasidana desa dibutuhkan
keterbukaandariTim PelaksanaDesakepadaseluruhmasyarakat,Tim
PelaksanaDesayangmelaksanakansemuakegiatanyangpembiayaanya
menggunakanalokasidanadesa.
Darihasilwawancarayangdilakukandenganinformansaudara
BapakBudimanpadatanggal04juni2020yangmenyatakanbahwa:
“didalam prosespembangunandesayangdilaksanakanolehTim
PelaksanaDesadanpemerintahdesasudahcukupbaik,inidibuktikan
adanyapapaninformasidibeberapatitikdesayangmenunjukantotal
penggunaandanadesadisetiappembangunandesa”
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Kemudiandarihasilwawancaradenganinformanlainyayaitu
Bapak Ahmadyangdilakukanpadatanggal04juni2020mengatakan
bahwa:
“kamimasyarakatmengetahuiberapadanayangdihabiskandalam
pengelolaanalokasidanauntukpembangunandesahanyamelaluipapan-
papaninformasiyangberadadibeberapatitikdesadandibalaidesa,
selebihnyakamikurangmengetahuilebihdariyangadadipapaninformasi
tersebut”
Ketikadilakukanwawancarakebeberapamasyarakatlainyajuga
membenarkanjawabandaribapakAhmaddanBudiman,sedangkandari
hasilwawancara dengan Kepala Desa Kabunan Bapak Kusnanto
mengatakan:
“kitamemberitahukankepadamasyarakatmengenaiberapajumlah
alokasidanadesayangtelahdilaksanakandalam pembangunandesa
melaluipapan-papaninformasiyangadadititiktitikdesadanbalaidesahal
inisayalakukansupayamasyarakatpercayamengenaibanyaknyadana
desayangdihabiskandalampembangunandesa,sayaselakuKepalaDesa
selaluberusahasemaksimalmungkinsupayapelaksanaanalokasidana
desaberjalandenganbaikdansesuairencanaawal”
Berdasarkanhasilwawancarayangdilakukanpenelitibahwapada
tahappelaksanaanpemerintahdesaberusahasemaksimalmungkin
melaksakanpembangunandesasesuairencanaawal.Dansesuaiharapan
masyarakatbahwadalampelaksanaanalokasidanadesamemangharus
terbukakepadamasyarakat.NamunmemangTimPelaksanaDesabelum
spesifikmempertanyakansoaltotaldanaalokasidanadesadalam
pembangunandesakepadapihakKepalaDesa.
c.PenatausahaanAlokasiDanaDesa
PenatausahaandiDesaKabunanKecamaanTamanKabupaten
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PemalangdilaksanakanKepalaUrusanKeuangan,AdapunKepalaUrusan
Keuanganmelakukanpencatatanterhadappenerimaandanpengeluaran.
HalinisesuaidenganhasilwawancarayangdilakukandenganKepala
UrusanKeuanganBapakAgusBudiantoyangmengatakan:
“tugasdantanggungjawabsayasebagaiKepalaUrusanKeungan
mencatatseluruhpenerimaandanpengeluarankemudiandicatatdalam
kwitansiyangkemudiansayalaporkankepadaKepalaDesa”
PenjelasandiatasmenegaskanbahwaKepalaUrusanKeuangan
melakukan seluruh pencatatan penerimaan dan pengeluaran dalam
penatausahaankeuanganalokasidanadesayangseluruhpengeluaran
danpenerimaandicatatkedalamkwitansisudahdilakukancukupbaik.
d.Pelaporan
PelaporandanPertanggungjawabanmerupakanhalyangutama
untukmenciptakansebuahakuntabilitaspengelolaanAlokasiDanaDesa
dalamhalsikluskeunagandesa.Sesuaipasal35Permendagri113Tahun
2014,Bendaharawajibmempertanggungjawabkanuangmelaluilaporan
pertanggungjawaban.Laporanprtanggungjawabaninidisampaikansetiap
bulankepadakepaladesapalinglambattanggal10bulanberikutnya.
Sebelumnya,bendaharadesamelakukantutupbukusetiapakhirbulan
secaratertib,meliputibukukasumum,bukubank,bukupajak,danrincian
pendapatan.
Halinisenadadenganhasilwawancarayangdilakukandengan
KepalaUrusanKeuanganpadatanggal03juni2020mengatakan
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“yangsayalakukansebagaiKepalaUrusanKeuanganadalah
melaksanakanpelaporansebagaipertanggungjawaban,setiapbulanya
sayalaporkanpendapatanataupunpengeluarankepadaKepalaDesa,hal
sepertiinimemangsudahmenjaditugas,tanggungjawabdankewajiban
sayasebagaiKepalaUrusanKeuanganDesasupayamelaksanakantugas
denganbaikdantransparandansupayatidakadakecurigaanKepalaDesa
kepadasaya”
Halinisenadajugadenganhasilwawancarayangdilakukandengan
KepalaDesapadatanggal03juni2020yangmengatakanbahwa:
“memang sudah tugas dan tanggungjawab Kepala Urusan
Keuanganmengenaipencatatanpendapatanmaupunpengeluaran,namun
ketikadalam pelaporanpertanggungjawabankepadaBupatiPemalang
kitamasihdibantuolehpihakkecamatan,halinidilakukankarena
memangditakutkanapabilaterjadikesalahandalampenyusunanlaporan
pertanggungjawaban,karenapelaporaninimenjaditahapuntukpengajuan
danabeikutnya,laporanyangpertamadibuatadalahlaporanrencana
anggaranbiayapenggunaandanadesadimulaitahapawalsampaiakhir,
kemudianketikapembangunanselesaidilakukankitalaporkankembali
mengenairealisasianggaransetelahituterakhirkitasampikanlaporan
pertanggngjawabandiluarsurat-suratpermohonanataupunlainya”
Berdasarkan hasil wawancara diatas pelaporan
pertanggungjawaban yang dilaksanakan Pemerintah Desa Kabunan
KecamatanTamanKabupatenyangdilakukanolehKepalaUrunsan
KeuangankepadaKepalaDesasudahBaik.Halinidibuktikandengan
laporanpertanggungjawabanyangdapatditerimaolehpihakinspektorat.
e.PertanggungjawabanAlokasiDanaDesa
SesuaiPeraturanMenteriDalam NegeriNomor37Tahun2007
TentangKeuanganDesa.Peraturantersebutdimaksuduntukmemberikan
landasanhukum bidangkeuangandesa,sumberkeungandesadan
anggaranpendapatandanbelanjadesa.Pertanggungjawabanalokasi
dana desa terintgrasi dengan pertanggungjawaban APBDesa.
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PertanggungjawabanAlokasiDanaDesadibuatdalam bentukLaporan,
sedangkan pembuatan laporan pertanggungjawaban dilakukan
pemerintahdesayangdibuatolehKepalaUrusanKeuanganDesa.Halin
senadadenganhasilwawancarayangdilakukankepadaKepalaUrusan
KeuanganDesaBapakAgusBudiantoyangmengatakanbahwa:
“setiapbulansayamembuatlaporanpertanggungjawaban,laporan
pertanggungjawabanitusendiridimulaidaripengambilandanasampai
penggunaandanatersebut”
AlokasiDanaDesamerupakansumberpendapatandesayang
harusdipertanggungjawabkan secara transparan kepada pemerintah
kabupatenataupun masyarakat.Adapaunpertanggungjawabankepada
masyarakat dilakukan secara periodik setiap 3 bulan sekali,
pertanggungjawaban tersebut dilakukan melalui forum evaluasi
pelaksanaanalokasidanadesayangdipimpinolehKepalaDesa,halini
senadadenganhasilwawancarayangdilakukankepadaKepalaDesa
BapakKusnantopadatanggal03juni2020yangmengatakan:
“untukmewujudkantransparansidalampengelolaanalokasidana
desakitamelakukanevaluasipelaksanaanalokasidanadesa,evaluasi
tersebutdiadakan3bulansekalidandihadiriolehtokohmasyarakat,LPM,
danBPD.Dengandiadakanyaevaluasijugadiharapkanmasukandan
usulandemikelancaranberjalanyapengelolaanalokasidanadesa”
AlurpenyampaianpelaporanpertanggungjawabandimulaidariTim
PelaksanaDesayangdiketahuiolehKepalaDesadanTim Pendamping
TingkatKecamatanyangdilakukansecarabertahap.Halinisenada
denganhasilwawancarayangdilakukankepadaKepalaUrusanKeuangan
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DesaBapakAgusBudianntopadaTanggal03juni2020yangmengatakan:
“laporanpertanggungjawabanyangtelahsayabuatdiserahke
bagianpemerintahanyangkemudiandiverifikasiolehTim Pendamping
Kecamatanyangkemudianditeruskanpemerintahdengantembusan
inspektorat,karena sebelum ke pemerintahan,laporan dicek dulu
kebenaranyaolehinspektorat”
Adapunpemahamantentangpengelolaanadministrasikeuangan
alokasidanadesadapatdiketahuidarihasilwawancarayangtelah
dilakukan kepdaKepalaUrusan Keuangan Desayaitu BapakAgus
Budiantopadatanggal03juni2020yangmengatakan:
“denganbukukasumumterus,bukukaspembantudanbukubank
yangdilengkapiolehbuktidapatdipertanggungjawabkandansah.Apabila
penerimaanberbentukbantuansosial,makasayamintasuratpenerimaan
dannota-notayanhsah”
Berdasarkan hasilwawancara tersebut menunjukan bahwa
pertanggungjawabanpengelolaanalokasidanadesadiDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalanagsudahmelaksanakanprinsip
transparansidanakuntabeldanpengelolaanalokasidanadesasudah
melakukanpertanggungjawabanadministrasikeuangandenganbaik,hal
inidibuktikandenganadanyabuktidarisetiap pembelanjaanyang
bersumberdarialokasidanadesa.
Adanyaevaluasipelaksanaanalokasidanadesajugamembuat
masyarakatdapatberpatisipasidanmemberikanusulan-usulanserta
koreksikepadaperankatdesasehinggapelaporanpertanggungjawaban
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dapatterselesaikandengancepatdantepat.DiketahuijugabahwaTim
Pelaksanaalokasidanadesasudahmengertidanmemahamitentang
pengelolaanadministrasikeuanganalokasidanadesakarenaadanya
petunjukdaripemerintahkabupaten.
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BABV
PENUTUP
A.Kesimpulan
DaripembahasandanhasilpenelitianyangtelahdilakukandiDesa
KabunanKecamatanTamanKabupatenPemalangdapatdisimpulkan
bahwa:
1.BesaranAlokasiDanaDesayangakanditerimaolehmasing-masing
desadiKabupatenPemalangberbedaberdasarkanletakgeografis
desa,jumlahpenduduk,danangkakematiansesuaiperaturanBupati
PemalangNomor38Tahun2018.Denganadanyaprogram Alokai
DanaDesaMasyarakatmemberikantanggapapositifdanberharap
keberlanjutanyauntukpembangunandesa.
2.PenatausahaandalampengelolaanAlokasiDanaDesayangdilakukan
oleh pemerintah Desa Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten
Pemalang dalam halinisudah sesuaidengan peraturan yang
ditetapkanpadaPeraturanBupatiPemalangNomor38Tahun2019
TentangPengelolaanKeuanganDesa.BPDdanmasyarakatmudah
untukmengetahuiadaatautidaknyapenyelewengandaridanayang
begitubesaryangdikelolapemerintahdesayangdilakukanolehKepala
UrusanKeuanganDesadalam Penatausahaanpengelolaanalokasi
danadesa.PelaksanaanPenatausahaantelahdiaturdenganbaikdan
sesuaiPeraturanDalam NegeriNomor113Tahun2014yangtelah
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dituangkandalam setiaplaporanpenyerapanalokasidanadesadan
laporanrealisasiAPBDes.
3.TransparansipengelolaanAlokasiDanaDesayangdilakukanoleh
PemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
sudah cukup baik.Pemeintah desa telah menerapkan prinsip
transparansi,Halinisesuaidenganpelaksanaan3mekanismeyang
menjaminsistem keterbukaandanstansarisasidarisemuaproses
pelayanan publik, mekanisme yang menfasilitasi pertanyaan-
pertanyaanpubliktentangberbagaikebijakandanpelayanapublik,
maupunproses-prosesdidalamsektorpublik,sertamekanismeyang
menfasilitasipelaporan maupun penyebaran informasimaupun
penyimpangantindakanaparatpublikdidalam kegiatanmelayani.
Pemerinah desa dalam hal transparansi kepada masyarakat
memberikanpapaninformasidibalaidesaataupundititik-titikdesa
tertentudengantujuansupayamasyarakatdapatmengetahuiberapa
totalpendapatandanpengeluaransertapenggunaanpendapatandesa,
walaupuninformasitersebuttidakdijelaskansecararinci.
4.AkuntabilitaspengelolaanAlokasiDanaDesayangdilakukanoleh
pemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
sudahsesuaidenganPeraturanBupatiNomor81Tahun2019Tentang
PedomanPelaksanaanAlokasiDanaDesa.Pemerintahdesatelah
menerapkan prinsip akuntabilitas, hal ini dibuktikan dalam
pelaksanaanyamemperlihatkankeakuntabilitastransparan,akuntabel,
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danpartisipatifyaitudenganmelibatkanmasyarakatdesadalamrapat
desa ataupun musyawarah desa dan pertanggungjawaban telah
terlaksana secara transparan dan akuntabelsesuaiperaturan.
Perangkatdesajugaterusbelajarmengenaialokasidanadesa,halini
dibuktikandenganwalaupuntingkatpendidikanperangkatdesabelum
tinggitetapitidakmengurangitingkatpemahamanmengenaitingkat
akuntabilitas.
5.PelaporandalamPengelolaanAlokasiDanaDesayangdilakukanoleh
pemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
sudahsesuaidenganperaturan,halinidibuktikandenganadanya
dokumentasipadasetiapkegiatandalambentuklaporanyangsudah
ditentukanberdasarkanprosedurdanmampumelaporkankegiatan
sesuaidenganjadwalyangditentukan.
6.PengelolaanAlokasiDanaDesayangdilakukanolehPemerintahDesa
Kabunan Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang sudah sesuai
dengan menerapkan sistem dan prosedurberdasarkan Undang-
UndangNomor6Tahun2014danPeraturanDalamNegeriNomor113
Tahun2014.PengelolaanAlokasiDanaDesadimulaidari Tahap
Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan
Pertanggungjawaban.Meskipun pengelolaaan alokasidana desa
dalam pelaksanaanyamasihbanyakkekurangan,namunpemerintah
desa berupaya semaksimalmungkin untukdapatmelaksanakan
pengelolaanalokasidanadesadenganbaikdansesuaituntutan
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pemerintah.
B.Saran
Daripenjelasan kesimpulan diatas,maka saran yang dapat
diberikanolehpenelitiyaitu:
1.PemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
diharapkandapatmenggunakandanayangtelahdiberikanpemerintah
kepadadesasemaksimalmungkinsupayaapayangdibutuhkandesa
dapatterpenuhi
2.PemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
diharapkandapatlebihmemperhatikandalam mengambilkeputusan
mengenaipenggunaanalokasidanadesasupayasesuaidengan
pembangunandesadanmanayanglebihdiproritaskan
3.PemerintahDesaKabunanKecamatanTamanKabupatenPemalang
diharapkandapatmenjelaskansecararincimengenaitotalpenggunan
ataupunpengeluaranpendapatandesadalam musyawarahdesa,
sehingga masyarakatdapatmengetahuidan tidakmunculrasa
kecurigaanataupunketidakpercayaankepadaperangkatdesa.
C.KeterbatasanPeneliti
Dalam penelitianini,penelitimengakuimasihadaketerbatasan
yangmungkindapatmempengaruhihasilpenelitian,yaitu:
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1.Penelitianinihanyaberfokuspadasatudesasaja,yaituDesaKabunan
KecamatanTamanKabupatenPemalang.Untukpenelitiselanjutnya
diharapkanbisaditambahbeberapadesayangberadadiKecamatan
TamanKabupatenPemalang.
2.Penelitianinisangattergantungkepadainterpretasipenelititentang
maknayangtersiratdalamwawancarasehinggakecedurunganuntuk
biasmasihtetapada.Untukitudilakukanprosestriangulasi,yaitu
triangulasisumberdanmetode.Triangulasisumberdilakukandengan
menggunakancrosschekcdatadenganfaktadariinformanyang
berbedadandarihasilpenelitianlainya.Sedangkantriangulasimetode
dilakukan dengan cara menggunakan beberapa metode dalam
pengumpulandatayaitu,wawancaradanobservasi.
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LAMPIRAN
Lampiran
Narasumber :PemerintahDesaKabunan
Nama :Kusnanto
Jabatan :KepalaDesaKabunan
TanggalPelaksanawawancara :03Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. BerapadanaADDyangturun
daripemerintahpusatuntuk
desaKabunandandialokasikan
untukapasaja?
DidesaKabunanmendapatkan
danasebesarRp.874.640.000
danatersebutuntukpembangunan
desaseperti,perbaikanjalan.
2. Bagaimanaperencanaandan
pengawasandalampengelolaan
ADD?
dalammerencanakanpengelolaan
alokasidanadesadibentuk
RKPDesdanAPBDesyangdiawasi
BPDdanTimPelaksanaKegiatan
desakabunansesuaiperaturan
pelaksanaanADD
3. Apakahadakendaladari
pelaksanaanpembangunan
terkaitalokasidanadesa,serta
manfaatnyaapasaja?
Kendaladalampelaksanaan
pembangunantidakada,untuk
manfaatbagimasyrakatadanya
pembangunandarianggaranADD
4. Bagaimanabentuk
pertanggungjawaban
pemerintahdesaterkait
Bentukpertanggungjawabanya
melaluiSPJdanpelaporandari
KAURkeuangandanTim
101
pelaksanaanpembangunan
mengenaiADD?
PelaksanaKegiatanyang
kemudiandilaporkan
kepemerintahdesayaknikepala
desa
5. Bagaimanaimplementasi
penatausahaandalamproses
pembangunandesa?
Implementasipentausahaan
dilaksanakansesuaihasilmusdes
6 BagaimanapelaporanADD? UntukpelaporanADDdilakukan
olehKepalaurusankeuangan
sertadipertanggungjawabkanke
BPD
7. Bagaimanatingkatpartisipasi
masyarakatdalamproses
perencanaanpengelolaanADD?
Masyarakatdesakabunanpeduli
terhadap pembangunan desa
disetiaptahunya
8. Bagaimanaprinsipakuntabilitas
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Prinsipyangdilakukankita
melaksanakanpembangunandesa
sebagaicontohpembangunan
jalandl.
9. Bagaimantingkatakuntabilitas
dalampengelolaanADD?
Apayangsebenarnyaterjadikita
sampaikan kepada masyarakat
mengenaipengelolaanADD,tetapi
dalamhalyangpokok-pokoksaja.
10
.
Bagaimanaprinsiptransparansi
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Didesakabunansendiri
menerapkanprinsiptransparansi,
namuntransparansididesa
kabunansendiripadaprinsipnya
tidakmungkindalamsemuahal
harustransparankepada
masyarakat.Dalamhal
perencanaanpembangunan
ataupundalammusyawarahdesa
kitasampaikaninformasi,seperti
perencanaanpembangunandan
sebagainya,dariketiga
mekanismetersebutkita
upayakansebaikmungkinsupaya
tidakmenimbulkankecurigaan
masyarakatkepadaaparatdesa,
namunmemangsemuaada
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batasanya.Kitamenepkanprinsip
transparansilaporankeuangan
seseuaiperaturan,karena
transparansidisinihanyapihak
inseptoratdansayasajayang
bolehtau
11
.
Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Karenatidaksemuahalkita
ungkapsecaratransparan,oleh
karenaitutingkattransparansikita
batasi
12
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Kitalibatkanmasyarakatdalam
perencanaanpengelolaan
keuangandesa
13
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitalaksanakansesuaistandart
danketentuanaturan
pemerintahanyangditetapkan
14
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Dalammusyawarahdesa,
masyarakadiberikesempatan
untukmemberikantanggapan
kepadapemerintahdesaataupun
masukandalampembangunan
desa,namuntidaksemuahal
dilibatkan,pemerintahjuga
membatasi.
15
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Dalammusyawarahdesa,semua
dinformasikanyangmemang
perlusajakitasampaikan,karena
tidakinginmelibatkanmasyarakat
terlaludalam.
16
.
BagaimanaevaluasiADDdi
desaKabunan?
evaluasidiadakan3bulansekali
dandihadiriolehtokoh
masyarakat,LPM,danBPD.
Dengandiadakanyaevaluasijuga
103
diharapkanmasukandanusulan
demikelancaranberjalanya
pengelolaanalokasidanadesa
Lampiran
Narasumber :PemerintahDesaKabunan
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Nama :Sodikin
Jabatan :SekretarisDesaKabunan
TanggalPelaksanawawancara :03Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. BerapadanaADDyangturun
daripemerintahpusatuntuk
desaKabunandandialokasikan
untukapasaja?
Danayangturundaripemerintah
sebesarRp.874.640.000 dana
tersebutuntukpembangunandesa
seperti,perbaikaninfrastruktur
2. Bagaimanaperencanaandan
pengawasandalampengelolaan
ADD?
dalamtahapperencanaan
pengelolaanalokasidanadesa
memangmasyarakatdilibatkan,
aspirasimerekajugakitatampung
halinidilakukanagarterjadinya
musyawarahdanmufakat
bersamamengenaipengelolaan
alokasidanadesa
3. Apakahadakendaladari
pelaksanaanpembangunan
terkaitalokasidanadesa,serta
manfaatnyaapasaja?
Kendaladalampelaksanaan
pembangunantidakada
sedangkanmanfaatuntuk
masyarakatmenikmati
pembangunandesatersebut.
4. Bagaimanabentuk
pertanggungjawaban
pemerintahdesaterkait
pelaksanaanpembangunan
mengenaiADD?
Pemerintah desa membuat
laporanyangberbentukSPJdari
awalpengambilandanasampai
penggunaantersebut.
5. Bagaimanaimplementasi
penatausahaandalamproses
pembangunandesa?
Implementasipenatausahaan
dilaksanakansesuaihasilmudes
yaknidengantokohmasyarakat,
agamadanBPD
6 BagaimanapelaporanADD? Mekanisme pelaporan
dilaksanakandenganmusyawarah
bersama masyarakat kemudian
diserahkan ke Tim pelaksana
untuk mempergunakan dana
tersebutlaludilaporkankekepala
urusan keuangan. Sampai
terbentuknyaSPJyangdibuatoleh
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kepalaurusankeuangan.
7. Bagaimanatingkatpartisipasi
masyarakatdalamproses
perencanaanpengelolaanADD?
Masyarakat antusias dalam
proses perencanaan
pembangunan
8. Bagaimanaprinsipakuntabilitas
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Dalamprinsipakuntabilitas
pemerintahmalakukanberupa
buktipembangunandesa,dari
perbaikanjalandanlain
sebagainya
9. Bagaimantingkatakuntabilitas
dalampengelolaanADD?
Kitamemberikaninformasiberupa
papaninformasimengenaitotal
penggunaandanadalam
pembangunandesa
10
.
Bagaimanaprinsiptransparansi
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Kitalakukanpencatatandari
setiappemasukandan
pengeluarankeuangandesadalam
pembangunandesa
11
.
Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
kitalibatkanmasyarakatdalam
evaluasisetelahrapat
perencanaan,namuntidaksemua
masyarakatdilibatkanhanya
perangkatRTdanRWsebagai
pewakilanmasyarakat,sedangkan
informasipendapatandan
pengeluaranpengelolaanalokasi
danadesadiDesaKabunan
memangkitasampaikanmelalui
papaninformasidibalaidesadan
titik-titktertentudidesa
12
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Melibatkanmasyarakatdalam
pengelolaankeuangandesa
13
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitalakukansesuaiprosedurdan
ketentuanyangtelahditetapkan
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14
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Kitamemberikankesempatan
kepadamasyarakatuntukbisa
memberikantanggapanataupun
masukankepadapemerintah
desa.Halinidilakukanketika
musyawarahdesa.
15
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Informasidisampaikandalam
bentukmusyawarah,kepaladesa
memegangkebijakanapabila
terjadipenyelewenganaparat
desa.
16
.
BagaimanaevaluasiADDdi
desaKabunan?
Setiap3bulansekalidiadakan
evaluasi
Lampiran
Narasumber :PemerintahDesaKabunan
Nama :AgusBudianto
Jabatan :KepalaUrusanKeuanganDesa
Kabunan
TanggalPelaksanawawancara :03Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. BerapadanaADDyangturun
daripemerintahpusatuntuk
desaKabunandandialokasikan
untukapasaja?
Dana ADD yang turun didesa
KabunansebesarRp.874.640.000
dan dana tersebutdialokasikan
untukpembangunandesa
2. Bagaimanaperencanaandan
pengawasandalampengelolaan
ADD?
dalamtahapperencanaan
memangmasyarakatdilibatkan,
masyarakatjugaberharap
pendapatataupunusulanyang
merekaserukandapat
direalisasikanolehpemerintah
desa
3. Apakahadakendaladari Kendalayangseringterjadi
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pelaksanaanpembangunan
terkaitalokasidanadesa,serta
manfaatnyaapasaja?
biasanayapadaketetapanwaktu
dalammenyusunlaporan
seringkalitidaksesuaidengan
ketentuanyangsudahditentukan,
halinidisebabkankarenaSumber
DayaManusiayangdiberitugas
dalambidangnyamempunyai
kelehamandankelebihanmasing-
masing
4. Bagaimanabentuk
pertanggungjawaban
pemerintahdesaterkait
pelaksanaanpembangunan
mengenaiADD?
Pengawasan dilaksanakan oleh
pihakkecamatandaninspektorat
untukmengawasipelaporanyang
berbentukSPJ darimulaiawal
pengambilan sampai dengan
penggunaandana
5. Bagaimanaimplementasi
penatausahaandalamproses
pembangunandesa?
Untukmelaksanakanoperasional
kegiatanterkaitprogram-program
desa,padasaatpengeluarankas
harusdisimpanbukti-bukti
transaksi,kemudiankasmasuk
dankaskeluardicatatdidalam
bukukasumum,bukukas
pembantupajakdanbukubank
selanjutnyamelakukanpenutupan
disetiapbulanyaatasbukukas
umum,bukukaspembantupajak
danbukubank,sebagaibenuk
laporanpertanggungjawaban
kepadaKepalaDesa
6 BagaimanapelaporanADD? laporanpertanggungjawabanyang
telahsayabuatdiserahkebagian
pemerintahanyangkemudian
diverifikasiolehTimPendamping
Kecamatanyangkemudian
diteruskanpemerintahdengan
tembusaninspektorat,karena
sebelumkepemerintahan,laporan
dicekdulukebenaranyaoleh
inspektorat
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7. Bagaimanatingkatpartisipasi
masyarakatdalamproses
perencanaanpengelolaanADD?
Tingkatpartisipasimasyarakat
antusias,haliniterbuktiketika
musyawarahmasyarakatbanyak
berpendapatdanmemberikan
masukankepadapemerintahdesa
8. Bagaimanaprinsipakuntabilitas
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Untukmasalahprinsip
akuntabilitaskitamelakukan
berupawujudnyatadalam
pembangunandesaseperti
perbaikanjalandansebagainya
9. Bagaimantingkatakuntabilitas
dalampengelolaanADD?
Kitaarahkansewajarnyasaja,hal
inisesuaiapayangdiarahkan
kepaladesa
10
.
Bagaimanaprinsiptransparansi
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Dalamhalinitentukitatidak
semuahaltransparankepada
masyarakat
11
.
Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
transparansiyangadadidesa
Kabunansendirimemangkami
batasikepadamasyarakat,tetapi
tetapmenerapkanprinsip
keterbukaan,namuntidak
sepenuhnyatransparanseperti
pengeluarandanpemasukan
secararinci,karenadikhawatirkan
membuatkesalahpahaman
terhadapperangkatdesa
12
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Untukmasalahketerbukaan
sendirisemuahaladabatasanya,
tidaksemuamasyarakatharus
tau,yangjelaskitasampaikan
kepadamasyarakatkita
sampaikan
13
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitamelakukanyasesuaistandar
danketentuanyangsudah
ditetapkanolehpemerintah
14
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
Masyarakatdiberikesempatan
untukmemberikanpendapatatau
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yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
saranuntukpemerintahdesa
dalammusyawarahdesa,namun
tetapadabatasandankepaladesa
yangmengambilkeputusan
15
.
Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Kitainformasikansemuanya
ketikamusyawarah,apabilaterjadi
penyelewenganaparatdesa
semuakembalikekebijkankepala
desa
16
.
BagaimanaevaluasiADDdi
desaKabunan?
EvaluasiADDdidesakabunan
dilakukansetiap3bulansekali
yangmelibatkantokoh
masyarakat,LPM,danBPD
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Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Slamet
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
mendapataksesinformasi
keuangandesa?
Keterbukaankepadamasyarakat
hanyatausebatasdalamhal
perencanaan
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Bentuktanggungjawabpemerintah
desamengalokasikanuntuk
pembangunandesaseperti,
perbaikanjalandansebagainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Penyelenggaraandalam
pengelolaanADDmasyarakat
cumadilibatkandalambeberapa
halsaja
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Melaluirapatmusyawarahdesa,
pemerintahmenyampaikandan
memberiinformasiataupun
melaluipapaninformasi
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Untuktingkattransparansisudah
cukuplumayantransparan
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Memanguntukketerbukaan
dibatasi,seharusnyamemang
pemerintahdesatidakmembatasi
halitukarenapemerintahwajib
transparankepadamasyarakat
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7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kamihanyamelihatberdasarkan
darihasilkinerjaaparatdesa
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Dalamhalinimasyarakat
dilibatkanketikamusyawarah
desa,walaupunterkadang
pendapatatausarankitatidak
direalisasikan
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
Masyakaratdalamhalinikurang
mengetahui,kemungkinanhanya
aparatdesayangmengetahuinya.
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
Kitasebagaimasyarakat
dilibatkandanketikaevaluasi
tokohmasyarakatdanBPDjuga
dilibatkan
112
Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Budiman
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
mendapataksesinformasi
keuangandesa?
Untukmasalahketerbukaan
keuanganmasyarakathanyatau
perencanaansaja
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
Pemerintahcukup
bertanggungjawabdalambentuk
perbaikanjalandanperbaikan
lainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Penyelenggaraandalam
pengelolaanADDmasyarakat
cumadilibatkandalambeberapa
halsajasemntarauntuk
pertanggungjawabanmasyarakat
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tidakterlibat
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Melaluirapatmusyawarahdesa,
pemerintahmenyampaikandan
memberiinformasiataupun
melaluipapaninformasi
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Pemerintahdesasudahlumayan
transparandalampenyampain
pengelolaanADD
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Pemerintahdesamempunyai
batasan-batasandalam
keterbukaantransparansi
pengelolaanADDkepada
masyarakat
7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Yamungkinkitabisalihat,
bagaimanhasildari
kepemimpinanselamamenjabat,
apasajayangsudahterealisasi
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Kitabiasanyadilibatkandalam
musyawarahperencanaan
pembangunandesa,namun
memangterkadangpendapatkita
tidakterealisasi,mungkinadahal
tersendiridaripemerintahdesa
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
kemungkinanhanyaaparatdesa
yangmengetahuinya.Masyarakat
belumpernahmendengarsecara
langsungdariaparatdesa
mengenaiadanyapenyelewengan
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
Kitadilibatkandanjuga
melibatkantokohmasyarakatdan
BPDketikaevaluasiADD
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Lampiran
Narasumber :MasyarakatDesaKabunan
Nama :Ahmad
TanggalPelaksanawawancara :04Juni2020
No Pertanyaan HasilWawancara
1. Bagaimanapenerapanprinsip
keterbukaankepadamasyarakat
untukmengetahuidan
Keterbukaanuntukmasalahdana
sampaisaatinikitatidakpernah
tauberapatotaldanayang
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mendapataksesinformasi
keuangandesa?
dihabiskandalampembangunan
desa
2. Bagaimanaperwujudan
tanggungjawabmengenai
pengelolaanADDdalam
pembangunandesa?
tanggungjawabpemerintahdesa
sayarasalumayanbaik,dengan
mengalokasikanuntuk
pembangunandesaseperti,
perbaikanjalandansebagainya
3. Bagaimanapenyelenggaraan
pemerintahdesadalam
mengikutsertakanmasyarakat
dalampengelolaanADD?
Masyarakatmemangdilibatkan
dalammusyawarahdesaseperti
rapatperencanaan
4. Apakahpemerintahdesa
memberikaninformasiterkait
pengelolaanADDkepada
masyarkat?
Pemerintahmemberikaninformasi
melaluirapatmusyawarahdesa
sertamelaluipapaninformasi
yangdipasangdititik-titikdesa.
5. Bagaimanatingkattransparansi
dalampenyampaian
pengelolaanADD?
Transparansisudahlumayan,ya
memangadabatasanyang
dilakukanolehpemerintah
6. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
keterbukaandarisemuaproses-
prosespelayananpublik?
Pemerintahmemangmembatasi
keterbukaan,batasan-batasan
mengenaipengelolaanADD
kepadamasyarakat
7. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenjaminsistem
standarisasidarisemuaproses
pelayananpublik?
Kitamelihatbagaimana
standarisasiyamelihat
berdasarkanhasildari
kepeminpinanselamamenjabat,
apasajakahyangsudah
terealisasikan
8. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipertanyaan-
pertanyaanpublik?
Masyarakatdilibatkandalam
musyawarahataurapa
perencanaan,disitumasyarakat
diberikankesempatandalam
memberikanpendapatatau
masukanuntukpemerintahdesa
9. Bagaimanamekanismedalam
pengelolaankeuangandesa
yangmenfasilitasipelaporan
Untukmasalahseperti
penyelewenganaparat,
masyarakatkurangmengetahui,
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ataupunpenyebaraninformasi
maupuntindakan
penyimpanganaparatpublik
didalamkegiatanmelayani?
mungkinhanyaaparatdesayang
mengetahui
10
.
Apakahmasyarakatdilibatkan
dalammusyawarahdan
evaluasiADDdidesaKabunan?
masyarakatdilibatkan,tokoh
masyarakatdanBPDjuga
dilibatkandalamevaluasiADD.
